
KOMISI PEMILIHAII UMUM
XOTA TOMOHOIT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

NOMOR : 262IKU.O7 -Kpt/7 t73IKOTA/VILII2O2O

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPAI{YE PESERTA PEMILIHAN

WALI KOTA DAN WAKTL WALI KOTA KOTA TOMOHON TA}IUN 2O2A

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON,

SALINAN

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf

(d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2OI4 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan

Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga terhadap

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2OL4 tentang Pemilihan Gubernur,

Pemilihan Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang, jo.

Pasal 31 huruf (d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

8 Tahun 2Ol9 tentang Tata Ke4'a Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupatenf Kota, yang menyatakan bahwa tugas dan

kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kota dalam Pemilihan

Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah menyusun dan

menetapkan Pedoman Teknis untuk setiap tahapan

penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

b. bahwa ketentuan Pasa158 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 5 Tahun 2OL7 tentang Dana Kampanye Peserta

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang

Menimbang

b. bahwa....



c

menyatakan KPU Kota Tomohon menetapkan Keputusan

tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2O2O dengan

berpedoman pada Peraturan KPU;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, dipandang perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Tomohon tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun

2020.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

2, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun2011 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20lt Nomor

8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

518e);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor 82,

Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor

52341, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2OL9 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor L2 Tahun 2OII tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun....

Mengingat 1

2

3.

4



5.

6.

7.

8.

9.

10

Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor

56791;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O2O tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang

Nomor 2 Tahun 2O2O tentang perubahan ketiga UU 1 Tahun

2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah Serentak;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 Tentang Pemilihan

Umum (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7

Nomor 182, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Taht:rn 2008

tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015

tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan lJmum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh

dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 1911);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2Ol7

Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol7 Nomor 8281;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2O2O tentang perubahan atas Peraturan

Komisi PemiUhan Umum Nomor 8 Tahun 2Ot9 Tentang Tata

Keq'a Komisi Pemilihan lJmum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi



Memerhatikan

Menetapkan

KESATU

Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 32Ol;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

5 Tahun 2O2O tentang perubahan ketiga atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2Ol9 Tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 905);

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 929 /F{k.O3. 1-Kpt/04 II<PU /V / 2Ol7 tentang Kode

Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon

Nomor 145/PP.O2.2-Kpt/7173/Kota/Yl/2O2O tentang

Perubahan Kedua atas keputusan Komisi Pemillihan Umum

Kota Tomohon Nomor 47 3 lPP.O2.2-Kpt/ 7 L73 /Kota/ Xl 2Ol9

tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tomohon Tahun 2O2O.

BERTTA ACARA NOMOR L29 /PP.O2.2-BA/7L73|KPU-
KOTA/Vrrrl2O2O TENTANG RAPAT PLENO PEDOMAN TEKNTS

DANA KAMPAI{YE DALAM PEMILIFIAN WALI KOTA DAN WAKIL

WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2O2O

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPAI{YE PESERTA

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KOTA TOMOHON

TAFIUN 2O2O.

Menetapkan Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2O2O sebagaimana

terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dengan



KEDUA

dengan keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

: Tomohon
: 26 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

TTD
HARRYANTO Y. S. LASUT

ASLII{YA
KOTATOMOHON

HUKUM

111001



LAMPIRAN I
KBPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON NOMOR :262 /KU.O7-
Kpt/ 7 L7 3 I KOTAIVIII I 2o2o TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA TOMOHON TAHUN 2O2O

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL

WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2O2O

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2O2O merupakan

sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali

Kota Tomohon yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur
dan adil. Karena itu perlu dilakukan usaha- usaha untuk mendukung terwujudnya

Pemilihan yang LUBER dan JURDIL, diantaranya dengan adanya pedoman teknis

untuk melaksanakan setiap Tahapan Pemilihan.

Ketentuan Pasal 13 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OL4

tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-

Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan

Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 31 huruf (d) Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

KabupatenfKota, memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk
merencanakan program dan anggaran, merencanakan dan menetapkan jadwal

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta menJnrsun dan menetapkan

Pedoman Teknis untuk setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan

Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum



Nomor 5 Tahun 2Ol7 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan

Wakil Wali Kota, memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Tomohon tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil

Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan KPU tentang Dana Kampanye dalam

Pemilihan.

Sebagai implementasi kewenangan tersebut di atas, serta dalam rangka

mewujudkan ketertiban, keliancararr, dan kepastian penyelenggaraan sekaligus

sebagai Pedoman bagi Penyelenggara dan para pemangku kepentingan, maka

Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon perlu menetapkan Pedoman Teknis Dana

Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Memberikan panduan bagi Pasangan Calon dalam mengelola dan

mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye ; dan

2. Menjadi acuan bagi Akuntan Publik dalam melaksanakan audit kepatuhan atas

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini adalah Dana Kampanye yang digunakan oleh

Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk
membiayai metode Keanpzrrrye yang dibiayai oleh Pasangan Calonyang bersangkutan

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun

2Ol7 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

D. PENGERTIAN

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Wa[i Kota dan Wakil Wali Kota, yang selanjutnya disebut Pemilihan,

adalah Pelaksanaan Kedaulatan Ralryat di Kota untuk memilih Wali Kota dan

Wakil Wali Kota seca-ra langsung dan demokratis.

2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota,

yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU

adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap,

dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara

Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam Penyelenggaraan



Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, yang selanjutnya disebut KPU

Provinsi adalah Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas

menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, yang selanjutnya disebut KPU Kota

adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas

menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

6. Partai Politik adalah Organisasi yang bersifat Nasional dan dibentuk oleh

sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan

kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membel;a kepentingan

Politik Anggota, Masyarakat, Bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik Nasional,

atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Potitik Nasional dan

Pafiai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Ralqrat,

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara

bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Wali Kota dan Wakil

Wali Kota.

8. Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan

menawarkan Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon dan/atau informasi

lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.

9. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang

digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye

Pemilihan.

10. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung

penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening

Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

11. Laporan Awal Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LADK adalah

pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber

perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan



dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana

Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon

dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.

12. l,aporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat

LPSDK adalah Pembukuan yang memuat seluruh Penerimaan yang diterima

Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kota.

13. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, yang selanjutnya

disingkat LPPDK adalah Pembukuan yang memuat seluruh Penerimaan dan

Pengeluaran Dana Kampanye.

14. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan

untuk keperluan Audit.

15. Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah

memeroleh iztr: untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.

16. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha

yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai Akuntan Publik.

L7. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PEI{YELENGGARAAN

1. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka;

1. penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:

a. mandiri;

b. jujur;

c. adil;

d. berkepastian hukum;

e. tertib;

f. terbuka;

g. proporsional;

h. profesional;

i. akuntabel;

j. efektif; dan

k. efisien.



BAE} II

DANA KAMPAI{YE

SUMBER, BENTUK, PEMBATASAN PEMBIAYAAN KAMPAI{YE, PEMBATASAN DANA

KAMPAI{YE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPAI{YE

A.

B.

SUMBER

1. Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai

Pottik bersumber dari:

a. Pasangan Calon;

b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusul; dan/atau

c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak l,ain.

2. Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, bersumber dari:

a. Pasangan Calon; dan/atau

b. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

3. Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon sebagaimana

dimaksud dalam angka t huruf (a) dan angka 2 huruf (a) berasal dari harta

kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan.

4. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik sebagaimana dimaksud dalam angka t huruf (b) berasal dari

Keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan

Pasangan Calon.

5. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud

pada angka t huruf c dan angka 2 huruf (b) berasal dari:

a. perseoran8an;

b. kelompok; atau

c. badan hukum swasta.

6. Dana Kampanye yang berasal dari suami atau istri atau keluarga Pasangan

Calon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau anggota Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon,

dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan sebagaimana dimaksud

pada angka 5 huruf (a).

7. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada

angka 5, tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat.

BENTUK

1. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud datam huruf A angka 3, dapat

berbentuk:

a. uang;

b. barang; dan/atau



C.

c. jasa.

2. Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada angka 1

huruf a meUputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat

berharga lainnya dan penerimaan melalui transaksi perbankan.

3. Dana Kampanye yang berbentuk barang sebagaimana dimaksr.ld pada angka

t huruf b metputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat

dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat

sumbangan itu diterima.

4. Dana Kampanye yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada angka 1

hunrf c meliputi pelayanan/pekeqaan yang dilakukan pihak lain yang

manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat

dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat

sumbangan itu diterima.

5. Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud

pada angka 3 dan angka 4 dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada

saat sumbanga.n itu diterima.

PEM BATASAN PEMBIAYAAN KAMPAI{YE

1. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

xbagaimana dimaksud dalam huruf A angka 4, nilainya paling banyak Rp

750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap Partai Politik

selama masa Kampanye.

2. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 5 huruf a, nilainya paling

banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa

Kampanye.

3. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak Lain kelompok atau

badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 5 huruf

b dan huruf c, nilainya paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima

puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.

4. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik, Gabungan Partai Politik,

pihak lain perseorangan, atau pihak lain kelompok atau badan hukum

sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 5 huruf a, huruf b, dan huruf c,

bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.

5. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik dan pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2 dan

angka 3 meliputi jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan/atau
jasa yang diterima dari Partai Politik dan pihak lain.

6. Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain



sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus dilengkapi dengan identitas

penyumbang yang mencakup:

a. Partai Pottik:

1. Nama Partai Politik;

2. Alamat Partai Politik;

3. Nomor akte pendirian Partai Politik;

4. Nomor Pokok Wajib Pajak;

5. Nama dan alamat pimpinan Partai Politik;

6. Nomor telepon/telepon genggam pimpinan Partai Politik;

7. Jumlah sumbangan;

8. Asal perolehan dana; dan

9. Pernyataan penyumbang bahwa:

a. Penyumbang tidak menunggak pajak;

b. Penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan Putusan

pengadilan;

c. Dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

d. Sumbangan bersifat tidak mengikat;

b. Perseorangan:

1. Nama;

2. Tempat/tanggal l,ahir dan umur;

3. ALamat penyumbang;

4. Nomor telepon/telepon genggam (aktrf);

5. Nomor identitas;

6. Nomor Pokok Wajib Pajak (apabila ada);

7. Pekerjaan;

8. Alamat pekerjaan;

9. Jumlah sumbangan;

10. Asal perolehan dana; dan

11. Pernyataan penyumbang bahwa:

a. Penyumbang tidak menunggak pajak;

b. Penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;

c. Dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

d. Sumbangan bersifat tidak mengikat;

c. Kelompok:

1. Nama kelompok;

2. Alamat kelompok;

3. Nomor identitas pimpinan kelompok;

4. Nomor telepon/telepon genggam (aktrf);

5. Nomor Pokok Wajib Pdak kelompok atau pimpinan kelompok,

apabila ada;



6. Nama dan alamat pimpinan kelompok;

7. Jumlah sumbangan;

8. Asal perolehan dana;

9. Keterangan tentang status badan hukum atau status kelompok;

dan

10. Pernyataan penyumbang bahwa:

a. Penyumbang tidak menunggak pajak;

b. Penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan

pengadilan;

c. Dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

d. Sumbangan bersifat Udak mengikat;

d. badan hukum swasta :

1. Nama badan hukum swasta;

2. Alamat badan hukum swasta;

3. Nomor akte pendirian badan hukum swasta;

+. Nomor Pokok Wqjib Pajak badan hukum swasta;

5. Nama dan alamat direksi atau pimpinan badan hukum

swasta;

6. Nomor telepon/telepon genggam direksi/atau pimpinan

badan hukum swasta;

7. Nama dan alamat pemegang saham mayoritas;

8. Jumlah sumbangan;

9. Asal perolehan dana;

10. Keterangan tentang status badan hukum; dan

11. Pernyataan penyumbang bahwa:

a. Penyumbang tidak menunggak pajak;

b. Penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan

Putusan pengadilan;

c. Dana tidak berasal dari tindak pidana; dan

d. Sumbangan bersifat tidak mengikat.

7. Sumbangan yang berasal dari badan hukum swasta sebagaimana dimaksud

pada angka 6 huruf d wajib dilampiri salinan akte pendirian badan usaha.

8. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud angka 5

yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening

penyumbang ke Rekening Khusus Dana Kampanye disertai identitas

penyumbang sebagaimana dimaksud angka 6.

9. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 8 dapat berupa

surat keterangan dari bank yang bersangkutan.

10. Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang

dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan



penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 6.

11. Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungurn Partai Politik

yang mengusulkan Pasangan Calon, yeng menerima sumbangan melebihi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Hurr.f C angka 1, angka 2, dan

angka 3 :

a. Dilarang menggunakan dana dimaksud;

b. Wqiib melaporkan kepada KPU Kota untuk Pemilihan Wali Kota dan

Wakil Wali Kota; dan

c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14

(empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.

12. KPU Kota untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, memfasilitasi

penyerahan kelebihan sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 11 ke

kas Negara.

13. Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang merupakan sebesar harga

pasar yang wajar untuk barang tersebut.

14. Setiap diskon pembelian barangyang melebihi batas kewajaran transaksijual

beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang

batasan dan pengaturannya tunduk pada Pedoman Teknis KPU ini.

15. Hutang atau pinjaman Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau

Pasangan Calonyang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari

pihak lain, diberlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan

pengaturannya berpedoman pada Pedoman Teknis KPU ini.

D. PEMBATASAN DANA KAMPANYE

1. KPU Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan

memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan

jumlah peserta Kampanye, standar biaya daeratr, bahan Kampanye yang

diperlukan, cakupan Wilayah dan kondisi Geografis, Iogistik, dan Manajemen

Kampanye/konsultan.

2. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung

total dari braya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:

a. Rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya

daerah;

b. Pertemuan terbatas : jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar

biaya daerah;

c. Pertemuan tatap muka : jumlah peserta x frekuensi x standar biaya

daerah;

d. Pembuatan bahan kampanye : jumlah kegiatan x (30% (tiga puluh



B.

persen) x jumlah pemilih) x Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

e. Jasa manajemen/ konsultan;

f. Alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang

jumlahnya berpedoman pada keputusan KPU Kota; dan

g. Bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon berpedoman yang

jumlahnya pada keputusan KPU Kota.

3. Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Kota

berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau petugas

yang ditunjuk Bakal Pasangan Calon untuk mendapatkan masukan.

4. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada

huruf C angka 1 dan angka 2 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota untuk

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memerhatikan hasil Rapat

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 3.

REKENING KHUSUS DANA KAMPAI{YE

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon

dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana

Kampanye pada bank umum.

2. Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon dari Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka

pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

mengusulkan Pasangan Calon.

3. Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana

dimaksud pada angka 2 dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen

tanda tangan harus dilakukan bersarna oleh Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik dan salah satu calon dari Pasangan Calon.

4. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada

angka 1 dilakukan paling lambat pada saat penetapan Pasangan Calon.

5. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye bagi Pasangan Calon yang

diusulkan oleh Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka

3 dilakukan oleh salah satu petugas yang ditunjuk oleh Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik.

6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon

dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor

Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1

kepada KPU Kota untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

7. Rekening Khusus Dana Kernparrye sebagaimana dimaksud pada angka 6

yang telah disampaikan kepada KPU Kota tidak dapat ditarik dan/atau

dilakukan penggantian.

8. Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada

angka 6 menjadi Lampiran pada IADK dan LPPDK.



A.

B.

BAB III

PELAPORAN DANA KAMPANYE

PENCATATAN DANA KAMPAT{YE.

1. Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungiawabkan

berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.

2. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan pelaporannya

menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

3. Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon

dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon

perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain

wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye

sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat menerima sumbangan

Dana Kampanye dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak

lain.

5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan

sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dalam pembukuan

penerimaan Dana Kampanye.

6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib menyampaikan pembukuan

penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada

Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam LADK.

7. Format pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud

pada angka 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Pedoman Teknis KPU ini.

8. Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam

pembukuan khusus Dana Kampanye.

9. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 terpisah dari pembukuan

keuangan pribadi Pasangan Calon.

10. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 mencakup informasi

tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti
pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

11. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9 dimulai sejak

pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat masa

Kampanye berakhir.

PELAPORAN DANA KAMPAI{YE.

1. Pasangan Calon wqjib menyusun dan menyampaikan laporan Dana

Kampanye kepada KPU Kota untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

2. Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang

akuntansi dalam menyusun laporan Dana Kampanye sebagaimana

dimaksud pada angka 1.
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3. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana

Kampanye yang terdiri atas:

a. LADK

b. LPSDK dan;

c. LPPDK.

LAPORAN AWAL DANA KAMPAI{YE.

1. LADK sebagaimana dimaksud pada Huruf B angka 3 huruf a yaitu

pembukuan yang memuat informasi.

a. Rekening khusus dana kampanye

b. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan

c. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh

sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan

d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.

2. Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dimulai sejak

pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat

penetapan Pasangan Calon.

3. Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimala dimaksud pada angka

1 kepada KPU Kota untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota 1 (satu)

hari sebelum masa Kampanye.

4. LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada KPU Kota

paling lambat pukul 18.00 Wita.

5. Format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam

l,ampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis

KPU ini.

6. Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat

disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
7. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 6 wajib

menyerahkan surat tugas.

8. KPU Kota menerima LADK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.

9. KPU Kota melakukan pencennatan terhadap

a. cakupan inforrnasi; dan

b. format LADK

10. KPU Kota membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama

dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
11. KPU Kota menuangkan hasil penerimaan LADK dalam berita acara.

12. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK sebagaimana

dimaksud pada angka 9 tidak lengkap, KPU Kota membuat catatan khusus

dalam berita acara.

13. Tanda terima dan berita acara LADK sebagaimana dimaksud pada angka 10

dan angka 11 dibuat dengan format tercantum dalam l,ampiran II yang

merupakan bagian Udak terpisahkan dari Pedoman Teknis KPU ini.
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14. KPU Kota mengumumkan LADK paling Lambat 1 (satu) hari setelah

menerima LADK sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9 pada

papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota.

I,APORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPAI{YE.

1. LPSDK sebagaimana dimaksud Pada Bagian B angka 3 huruf b merupakan

pembukuan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon

setelah pembukuan LADK.

2. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditutup 1 (satu) hari sebelum

LPSDK disampaikan kepada KPU Kota.

3. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka

1 kepada KPU Kota untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai

dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali

Kota.

4. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada KPU Kota

paling lambat pukul 18.00 wita.

5. Format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis

KPU ini.

O. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disampaikan oleh

Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.

7. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 6 wajib

menyerahkan surat tugas.

8. KPU Kota menerima LPSDK dari Pasangan Calon atau petugas yang

ditunjuk.

9. KPU Kota melakukan pencennatan terhadap

a. Cakupan informasi; dan

b. Format LPSDK.

10. KPU Kota membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama

dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.

11. KPU Kota menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam berita acara.

12. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPSDK sebagaimana

dimaksud pada angka 9 tidak lengkap, KPU Kota membuat catatan khusus

dalam Berita Acara.

13. Tanda terima dan Berita Acara LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka

10 dan angka 11 tercantum dalam l,ampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Pedoman Teknis KPU ini.

L4. KPU Kota mengumumkan LPSDK paling Lambat 1 (satu) hari setelah

menerima LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 8 pada papan

pengumuman dan/atau liaman KPU Kota.



E. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPAI{YE.

1. LPPDK sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3 huruf c adalah

pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana

Kampanye Pasangan Calon.

2. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye

dalam bentuk uang, barang, dan jasa.

3. Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 2 menggunakan

pendekatan aktivitas.

4. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kota untuk Pemilihan

Wali Kota dan Wakil Wali Kota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa

Kampanye berakhir.

5. LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada KPU Kota

paling lambat pukul 18.00 Wita.

6. Format LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 4 tercantum da'lam

l,ampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis

KPU ini.

7. LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat disempaikan oleh

Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.

8. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 7 wajib

menyerahkan surat tugas.

9. KPU Kota menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau petugas yang

ditunjuk.

10. KPU Kota membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama

dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.

11. KPU Kota menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita acara.

12. Tanda terima dan Berita Acara LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka

10 dan angka 11 dibuat dengan format tercantum dalam l,ampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis KPU ini.

13. KPU Kota menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 1

kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya

LPPDK.



BAI} tV
AUDIT DANA KAMPAI{YE

A. BENTUK PERIKATAN DAN TUJUAN AUDIT.

1. Bentuk perikatan audit Dana Kampanye dalam Pemilihan adalah audit

kepatuhan.

2. Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undang yang mengatur tentang Dana

Kampanye.

3. Keluaran audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa opirf

patuh atau tidak patuh.

4. Tlrjuan audit kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2 dan

angka 3 adalah untuk menilai kesesuaian pelaporan Dana Kampanye dengan

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.

B. SELEKSi KANTOR AKUNTAN PUBLIK

1. KPU Kota melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye.

2. Seleksi KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 termasuk dalam kategori

jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Braya pelaksanaan keda KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. KPU Kota menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud

dalam angka 1 untuk melakukan audit LPPDK dari 1 (satu) Pasangan Calon di

daerah yang bersangkutan.

5. KAP sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat melakukan audit LPPDK

Pasangan Calon di daerah lainnya.

C. PERIKATAN AUDIT

1. AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP

yang ditetapkan KPU Kota.

2. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib

membuat pernyataan tertulis yang menyatakan:

a. Tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan

Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon

perseorangan; dan

b. Bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai

Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.

3. AP dan staf auditor yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka

1 diutamakan yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi audit Dana Kampanye

dari asosiasi profesi akuntan publik.



4. APyang ditetapkan untuk melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka

1 wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Pedoman Teknis KPU ini yang

diselenggarakan oleh KPU Kota.

5. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertanggung

jawab atas laporan hasil audit.

6. Ketentuan lebih Lanjut tentang pedoman pelaksanaan audit bagi AP ditetapkan

dengan Keputusan KPU.

D. PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE

1. I(AP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung

sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Kota sebagaimana dimaksud pada BAB

III huruf E angka 13.

2. Pasangan Calon wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua

catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.

3. Pasangan Calon wqjib memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk:

a. Mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran

Dana Kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye, dokumen pencatatan,

dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana

Kampanye;

b. Melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;

c. Meminta konlirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan

d. Memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

E. PENYAMPA]AN DAN PENGUMUMAN HASIL AUDIT DANA KAMPAIVYE

1. KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Kota untuk Pemilihan Wali Kota

dan Wakil Wali Kota paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya

LPPDK dari KPU Kota sebagaimana dimaksud pada BAB III Huruf E angka 13

2. Hasil pekerjaan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib dilampiri

kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU Kota.

3. KPU Kota menyampaikan hasil audit Dana Kampanye kepada Pasangan Calon,

paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP sebagaimana

dimaksud angka 1.

4. KPU Kota mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 1

(satu) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman

dan/atau laman KPU Kota.

5. KPU Kota menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit LPPDK Pasangan Calon

dalam bentuk softcopy kepada KPU paling lambat 15 {lima belas) hari setelah

menerima hasil audit dari KAP



BAI} V
LART{MA I DAN SANKSI

A. LARANGAN

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politjk dan Pasangan Calon perseorangan

dilarang menerima sumbangan atau bantuan Lain untuk Kampanye yang

berasal dari:

a. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing

dan warga negara asing;

b. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;

c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan

d. Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha

milik desa atau sebutan lain.

3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon

dan Pasangan Calon perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana

dimaksud angka 1:

a. Dilarang menggunakan dana dimaksud;

b. Wdib melaporkan kepada KPU Kota untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil

Wali Kota; dan

c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat

belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.

4. KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai

auditor:

a. Tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik

atau Gabungan Partai Pohtik dan Pasangan Calon perseorangan;

b. Pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau

penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;

c. Orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan

Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon

perseorangan;

d. Anggota KPU, KPU Provinsi/KlP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat

Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KlP Aceh, dan

Sekretariat KPU/ KIP Kabupaten/ Kota; dan

e. Pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP,

kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal

dalam hubungan ke{a sehari-hari.

B. SANKSI

1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar

dalam laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud Bab II huruf C angka



6, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang

Pemilihan.

2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan

yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf C angka

1, angka 2 darrr angka 3, dan BAB II huruf C angka 11, dikenai sanksi berupa

pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang tentang Pemilihan.

3. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana

Kampanye sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf D angka 4, dikenai

sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.

4. Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Kota

sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada BAB III

huruf E angka 4, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.

5. Dalam hal KAP yang ditunjuk untuk meLaksanakan audit diketahui tidak

memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana

dimaksud, BAB IV huruf C angka 2 KAP yang bersangkutan dibatalkan

pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarilikasi.

6. KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada BAB V huruf

B angka 5, tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.

7. KPU Kota menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit

atas laporan Dana IGmpanye Pasangan Calon yarrg bersangkutan.

8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud pada BAB V huruf A angka 1, dikenai sanksi berupa

pembatalan Pasangan Calon yang diusulkan sebagaimana diatur daLam

Undang-Undang tentang Pemilihan.

9. Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam BAR V huruf A angka 1, dikenai sanksi berupa pembatalan

sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang

Pemilihan.

10. Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka

2, angka 3, angka 4, dan angka 6 sebagai berikut:

a. KPU Kota melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau

Pasangan Calon perseorangan; dan

b. Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diputuskan dal,am

Rapat Pleno.

11. Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU Kota

untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.



BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. KPU Kota untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota memberikan

pelayanan pelaporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dan/atau Tim

Kampanye.

2. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas konsultasi:

a. Tatap muka;

b. Melalui telepon; dan

c. Melalui email.

3. Kewajiban KPU Kota dalam memberikan pelayanan yaitu:

a. Menyiapkan petugas dari Sekretariat KPU Kota dapat dibantu oleh Asosiasi

Akuntan Indonesia;

b. Menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;

c. Menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama,

alamat, nomor telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas KPU Kota,

tanda tangan petugas dan tamu;

d. Menyiapkan alamat email KPU Kota; dan

e. Berkoordinasi dengan kantor Kas Negara atau asosiasi profesi Akuntan

Publik.

4. Pihak lain yang meLaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Pasangan Calon

wajib menyusun dan melaporkan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon.

5. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 meliputi kelompok

masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu, dan

pihak yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.

6. Pasangan Calon melaporkan Dana Kampanye pihak lain sebagaimana dimaksud

pada angka 4 kepada KPU Kota untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota

sebagai Lampiran LPPDK.

7. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota dapat mengakses informasi data yang

terkait dengan laporan Dana Kampanye kepada KPU Kota untuk Pemilihan Wali

Kota dan Wakil Wali Kota.



8. Permohonan akses informasi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 7,

disampaikan secara tertulis kepada KPU Kota untuk Pemilihan Wali Kota dan

Wakil Wali Kota.

9. Masyarakat dan lembaga pemantauan Pemilihan dapat berperan serta

mengawasi pengelolaan Dana Kampanye.

1O.Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan dalam

bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang tentang Pemilihan.

ll.Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 10 yang disampaikan kepada KPU

Kota dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan audit Dana Kampanye.

12. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon

dalam pemungutan dan penghitungan suara.



BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagr penyelenggara dan pernangku

kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan tahapan l(ampa.nle Pemilihan Wali Kota dan

Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2O2O.

Ditetapkan di

Pada tanggal

: Tomohon

: 26 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TOMOHON,

TTD

HARRYANTO Y. S. I,ASUT

SESUAI ASLII{YA
KPU KOTATOMOHON

HUKUM

111001



I,AMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON NOMOR :262 /KU.O7-
Kpt/7L73IKOTA/VIII/2O2O TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPAI{YE
PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN
2020

JENIS FORMULIR LAPORAN AWAL DANA KAMPAI{YE PESERTA PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2O2O

UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK

A.

B

7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak I"ain Perseorangan;

8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak l"ain Kelompok;

9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak l,ain Badan Hukum Swasta.

1. Formulir Model
LADKl-PARPOL

2. Formulir Model
LADK2-PARPOL

3. Formulir Model
LADK3-PARPOL

4. Formulir Mode1

LADK4-PARPOL
5. Formulir Model

LADKS-PARPOL
6. Lampiran Formulir

Model LADKS-PARPOL

1. Formulir Model
LADKl-Perseorangan

2. Formulir Model
Lz{,DK2-Perseorangan

3. Formulir Model
LADK3-Perseorangan

4. Formulir Model
LADK4-Perseorangan

5. Formulir Model
LADK5-Perseorangan

la.poran Awal Dana Kampanye;

Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;

Daftar Saldo Dana Kampanye;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal
Dana Kampanye;
l,aporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
Kepada Pasangan Calon;
Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

la.poran Awal Dana Kampanye;

Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;

Daftar Saldo Dana Kampanye;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas l"aporan Awal
Dana Kampanye;
Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseor€rngan;

7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak I"ain Kelompok;

8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.



MODEL LADKI-PARPOL

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
KOTA TOMOHON1

NAMA PASANGAN CALOTII 2

TAPORAN AWAL DANA I{A}IPAITYE
Perlode_s/d_3

Tanggal Pembukaan Rekenlng
Nama Bank
Nomor Rekening

1
5

6

Nomor Uraian Rp Unit Keterangan
A. Penerimaan 7

1 Pasangan Ca-lon8

2 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Total
Penerimaan)e

3 Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 10

4 Sumbangan Pihak I^ain Kelompoktt
5. Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swastar2
6. Lain-Lain Komitmenls

B. Pengeluaran ............... 14

1 Pengeluaran Operasi

a. Pertemuan terbatasls

b. Pertemuan tatap mukar6
c. Pembuatan/ Produksi iklan di media massa

cetak dan media massa elektroniktT

d. Pembuatan desain alat peraga kampanyer8
e. Penyebaran bahan kampanye kepada

umumre
f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan

Kampanye dan peraturan perundang
undangan2o

8. Lain-lainzt

Pengeluaran Modal22

a. Pembelian Kendaraanz3

b. Pembelian Peralatan 2a

c. Lain-lainzs

3 Pe nge lu aran Lain -Latn26

a. Pemberian Piutangzz

2.



Nomor Uraian Rp Unit Keterangan

b. Pembaya.ran Utang2s

c. SALDO PER29

Kas di Rekening Khusus3o

Kas di 31

Barangsz

Tagihan

Utang3a

CALOIT WALI KOTA

ttd.
-Nama Lengkap-

CALON UIAKIL WALI KOTA

ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkarr
diri.

2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.

3. Diisi dengan Periode Pelaporan sampai dengan penetapan Pasangan Calon oleh
KPU.

4. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di
Bank.

5. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.

6. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.

7. Penerimaan dituliskan periode sampai dengan tanegai penetapem Pasangan
Calon oleh KPU.

8. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

9. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan
Partai Politikyang mengusung Pasangan Calon.

10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan
pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan
kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh
pihak lain perseorangan tersebut.

1 1. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan
pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok
organisasi sosial, kelompok keagamaan dll.

12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana I(ampanye yang berasal dari sumbangan
pihak lain badan hukum swasta.

Gap



13. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan
dikembalikan kepada pihak lain tersebut.

14. Pengelua-ran dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan

Calon oleh KPU.

15. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan
terbatas meliputi antara lain transalsi biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copg, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.

16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan
tatap muka meliputi transaksi anta"ra lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copg, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.

17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya
produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.

18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan
desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang
mengatur tentang Kampanye.

19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran
dan pembuatan bahan Kampaaye kepada umum yang dibiayai oleh Pasangan
Calon didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.

20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan
lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan
perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan
(pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai,
sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang
tahun), dan Kampanye melalui media sosial.

21. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas,
pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat
peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar
larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya
administrasi bank.

22. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait
dengan aktiva tetap.

23. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.

24. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah
peralatan tersebut berdasarkan harga pasa-r. Pembelian peralatan seperti
komputer, inventaris dan lain-lain.

25. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian
peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan
lain-lain.

26. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran
modal.

27. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima
kembali.

28. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan
kembali.



29. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh
KPU.

30. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per
tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

31. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye beserta jumlahnya (y'umlah kas per tanggal penetapan Pasangan
Calon oleh KPU).

32. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar
(per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).

33. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per
tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

34. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal penetapan
Pasangan Calon oleh KPU.

35. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, laporan ditandatangani oleh
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

36. Untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil WaIi Kota, laporan ditandatangani oleh
Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

"pilih salah satu



MODEL LADKz.PARPOL

LOGO PASAITGAN CALON

PEUTLIHAIT WALI KOTA DAIII WAIfiL UIAI.I KOTA
KOTATT}MOHOtrI

ITAUA PASAITGAIT CALOII 2

DATTAR AI(TNITTAS PEITGELUIIRAIT DAITA I{AUPAITYE
PERIODE_S lD 3

CALOTWALI KOTA

ttd
-Illaaa Lengkap-

CALOT UTAISL SIALI KOTA

ttd
-lfaaa Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi rlatna Proviasi/IGbupar.'rlKota tempat Pasangan Calotr I:l€crcalon.lEn diri.
2. Dn6i r,5,m PaeanAm C€ron yeg Eelaporkd Dea l(ampanyc.
3. Dibi detryan p€dode pelapomn sampai deng€n tanagal pcnetap& Pas@au Calotr olch KPU.
4. Disi dcngaa nooo! EutkeSiatalr.
5. Diisi deagan tanggal pada saat pcng€luarafl terjadi
6. Diisi dcngan notuor bukti y&a oaunJ'ukaf ade,'a p6a.1uare DaDa KaEpsfyc dapat b€rupe kuitansi, buld tansfer, buldi penA.lu6,E arau bu.kti pd,aehraran lailmla"
7. Diisi derAan b€ntuk aldvitas IGEpany€ dapat beiupa:

a" Pengeluamn operasi

No. a Tanggals Bukti Pengeluaran6 Jumlah Kas (Rp)e
Jumlah Non Kas

(Unitlo

Klasifikasi Pengeluaran 10

Keterangan 11

f loa 2rob $ toc
Bentuk AktivitasT

Gap



laitl-lain p€rEeluaran t lLait denaan alrtivitaa rapat t€rbatss.
2) P.rtemuan tatap muka meliputi tmnsakBi &lara rair bia,'a s€wa SedurE/ruargan, cet f( udanSan, ,oro capg, alat tutis kanttr, trafportaBi, korsumsi pcrizifan dsn

lain-lain Fngeluarar t.tkait ddga alftiyitas tatap mul€-
3) P€mbuatan/Produk6i il{an di madia mass etak darl m€dia I,lassa eleldronik aeflca}up tlansksi dtffa lair biaya peEbuat n (hia}a Ploduki) iklan Media massa

cetak da'r aedia liEssa elel<tronik.
4) Pembuatsn desair alat peraaa kaEpanyc mcttcskup transaksi antara lain biayajaEa pembuatEn desain alst peraga l(amptrrye *bagaioana dimakud dslam peratu'e

yang EqrSatur t ota'ta raaPeF.
5) Pcnyebaran baltarl l(alapsnyc k€pada umum m€ncakup kegiatsn JEng aeniEbulkdl tsnsaksi, t€rrras* biaya produksi dm penycbtrsn bah€n I(aEpairt€ f,E a

dr'biayai olch PaaanSen Caloa, anttra lain biaya bahafl I(aapa'lyc b€rupa pakaian, pcl1utup kepala, alat minum, ktlender, kstu naEA, pin, alat tulis, pq'ung
da,r/ atau B6ker paling bcsar ukuiatr 10 c1a x 5 cm scauai Praturan KPU yang meraatur tenratrg I(alapanye.

6) Kcgiatar lain yang tidak m€la:rg8ar lffanaan lGmpanye PeEilihan dd pdaturan paundang-rmdanaan eencaLup mtara tain kcSiatsn kcbudayarn (petrta6 *ni,
p€nen raya, kodscr musik), kesiatan oish lasa Gerak jalan €antai sep€na santar, kcgiat& sosisr {bazar, donor dareb pedonbaa, h"ri ulaos t hull), dan kaEpan}'e
mclalui m.dia sosial.

7) Laiu-lain m.ncskup tIa'rs€ksi pcnaeluaran selain keAiatan pertrEuan teabatas, pqtlEus'r tatap muka pembuat Il ildan Eedia Easa, psrbuatan desain alat pelaAa,
pely.baran bahsn kdnpanJ'e, &n kcSiat n lain yanS tidak melangar lffarrgsn lGEptrryc dan pcraturan perundau-utrd6n8m, eFrti biaF administrasi bsnk.

b. P€nseluatan l,Iodal
r) P€Bbeliar! Kendararn diisi deEsm judrah/b€nj'almya k€rdarasfl yara dibeli dan dinilai deryan rupiah kcrldararn tcrsebut b€rdasarkan ha4a pasa.
2) P€mbelian P.ral6t4 diisi dag& judrah/banyarmya pffalatrn yEng dibeli dan dinilai d.raan lupiah paalat 11 ters€but Hasatkan haga pagr. Pd1rh€lian perslatan

*p€rti koapute!, inventdis dm lah-lain.
c. P€nSeharan l,ain-lair dihrar pciucluaran oFrasi d.an p€naeluamn modal.

8. Diisi densan 4ilai rupi'h penscluse y&8 dikeluarkan secara tunai dan/atau konveGi bare8/ jasa kc dalam nitai Rupiah, Rp (Rupial, berupa usos harus disajikan dalaD
b.rltu]( mata uanA Rupiah. Apabila tadapat mata uang lain, maka saj&an dalsm bmtuk koNersi mala uarg t€rscbut kc rrer'm mata uara RupiEh dere ku,rs tcltgsh h61tk
ktdoneEia pada taogal talrski.

b6reg dan jala t $cbut. Jika barana da'r jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahny+ ,rkq sajikEn juSa rilai rupiah baranS dan jaEa tcrscbut berdasa*afl harga pasar.
Contohnya a,tata lainjala artiE, so!"d sysr€ra sess panagun& transportasi, dar} lain-lain.

lO. I(ol@ Klasifikasi Pen8cluaran diiEi d€ogan:
a" C€k list pada koloE I apabila p€Ergcluaran bcrasal dari p€flaeluarar op€rasi.
b. cek Ust p6da kotoa 2 apabirE pageludan bcrasal dari raodal.
c. C€k list Pada koloa 3 apahila pengeluaEn bcra.sal d*i pcnAeluaran ,ain-lain.

11, Pada ItuloD KetdaDae diisi d€trgan hal-hat lain yanS pcrlu dijelaEkan,
12. Icteranaar rlhbEhan:

a. Daftar AktieitEs de Pengeluamn Dana l(al[pan]rc dii,lapiri dengan Bulfti-bukti TrsnsakEi P€4cluaran.
b. Untuk Peailihan cub€rnur darl Wskil cubemu, lapold ditandatanga'ri oleh Passrgar Calon Gubernu dan Wakil Guberntrt.
c. UDtuk Pcidlih5r WaIi Kota dall Wakil WaIi Kot& Laporan ditandataruani olch Pssnaan C€lon Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

I



MODEL LADKS.PARPOL

LOGO PASANGAN
CALON

PEIIILIHAITWALI KOTA DAIT WAIfiL WALI KOTA

ITOTA TOUOHOIII
ITA}TA PASAIITGAIT CALO lY 2

DAI'TAR SALDO DAITA KAUPANYE
Perlode s ld 3

NO4 URAIAN5 JITMLAH KAS (Rplo JIIMLAII IIOII I{AS (Unttlz KETERANGAI{8

CALOITUTALI XOTA

ttd
-l[q-aLengtap-

CALOil TAKILtrTALI KOTA

ttd
-tranaLeagLap-Gap



Keteraagaa;

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

l. Diisi denaan nama Proviffii/Ikbupat€n/ Kota t€mpat Pssanean Cslm oacatonkEn diri.
2. Diisi nalaa Pasangan Caror ysng Eetaporka,l Dana lkmpany€.
3. Diisi dcngan p6iode peraporan sampai d€s:aan tangSal p€netapan Pasangan Calo! oteh KPU.
4. Diisi dcr{an nolnor u.rut.
5, DiiEi dcilaan saldo awal pcmbuka"n Rek€rinA Khusus Dafla l(ampanJ,e d6n satdo akhir p€riodc tutup buku.

aata uane Rupiah d€Nrgan kure tengah Bank Indonesia pada t6nqEr taneaksi,

d.apat dikctahui nilai rupiahnya, Eska sajikanjuga nilai rupiah barana te.ebut bcldasarkan harAa pas€r.
a. Pada Kolom Ketercnsan diisi deugan hal-hal lain yans pedu dijclask&.
9. lGte.anAan taab6llsn:

a. Untu.k Femilihan cubemur dan Wfil Gubarllli, Lapolsn ditandala{ani olch Pasangan Calon Gubemur d& Wakil Gubcrnur.
b. Untuk Pemiiihan Wali Kota da'l Wa*il WaIi Kota, Ilpo.an ditandatargani oleh Pa.sangan Calon Wali Kots d6n WEkil Wali Kots-

*pilih salah satu



MODEL LADK4.PARPOL

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIIIAN UTALI KOTA DAN UIAKIL WALI KOTA
ITAMA KOTA TOMOHON

I{A.UA PASANGAN CALON
SURAT PERITYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS

LAPORAN AWAL DANA I{AUPATTTE TAITGGAL 

-S/D

1. Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan : Calon WaIi Kota

2. Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan Calon Wakil WaIi Kota

Adalah Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Berkenaan dengan Laporan AwaI Dana Kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota *(nama

daerah pemilihan) periode sampai

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggungjawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan

Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _ Tahun

_dan sesuai dengal peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan
telah disajikan dan diungkapkan seca.ra lengkap (KECUALI ) berdasarkan bukti- bukti
dan atau faktayang sebenarnya.

4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran
dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang
melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah
disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk
mempertanggungj awabkannya.

Yang bertanda tangan di bawah ini:



Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALONUIALI KOTA

ttd.
-Nama Lengkap-

-,
CALOil IT/AKIL WALI KOTA

ttd.
-Nama Lengkap-

KeteranEan:
Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon

") Coret yang tidak perlu



MODEL I.AI'H5-PARPOL

LOGO PARPOL/GABUIVGAIT

PARTAI POLITIK/GABT'NGAI{ PARPOL

DEWAN PIUPINAN DAERATI KC/TA
NATA KOITA TOMOIIOil2

LAPORAN PENERIilAAN SUMBAI{GAN DANA I{AMPANYE
KEPAI'A PASANGAN CALOI{

Perlode tanggql t ld-o

Ketua Parpol,/ Gabungan Parpol
ttd.

-Nama Lerrgftap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1 Diisi dengan na:na Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung Pasangal Calon.

2 Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota. tempat Pemilihan

3 Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Folitik atau Gabungan Partai Politik.

4 Diisi dengan periode sumbangan Dana Kampanye (periode sampai dengan tanggal penetatr)an Pasangan Calon oleh KPIJ).

5 Diisi dengan nomor Lrrut.

3

',',.2o,

Bendahara Partrrol/ Gabungan Parpol
ttd.

-Na:na Lengkap-

No.s Tanggat6
Jumlah Sumbangan 7 Bentut Sumbangan I

Asal Sumbaagane
llomorRekening

Penvumban[1o
NomorRekening

Penerlmall Buktll2 13Keterangan
lRDl 7u Unlt 7b Trrnal8" Barangnb Jasa8"

Gap



6 Diisi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye.

7 Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang diterima
a Diisi dengan Ju:rrlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/rupiah (termasuk su:crbangan dalam benhrk barang/jasa yang telah

dikonversi ke dalam ruplah sesuai dengan harga pasar)

b Diisi dengan Jurnlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang
8 Diisi dengan Bentuk su-mbangan Dana Kampanye yang diterima

a Diisi dengan bentuk sumbangan Da:na Kampanye berupa. uang tunai
b Diisi dengan bentuk sum.bangan Dana Ka:npanye berupa barang

c Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa jasa
9 Diisi dengan asal sumbangan Dana Kamlranye/pemberi sumbangan Dana Kampanye
10 Diisi dengan nomor rekening perryumbang (sumbangan tunai)
11 Diisi dengan nomor rekening perrerima su-mbangan Dana Ka:npanye(sumbangan tunai)
12 Diisi dengan bulrti sumbangan Dana Kampanye(bukti transfer, nota barang, dll)
13 Diisi dengan keterangan terkait sr.rmbangan Dana Kamparrye
14 Untuk Gabungan Partzri Politik ditaaldatarrgani oleh Gabungarr Fartai hlitik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon



IOGO PANPOLICABUIIGAII
PANFOL

PARTAJ POLITIX/GABT'IIGAI{ PANPOL

DEWAIT PIMPINAITI DAERATI KO|rA

X( TATOMOHON2

DAFTAR PENERIIAAN SI'UBAITC}AN DAI|A KAUPAI{YE PAS/IITGAN CAI,ON 3

PERIODE ! l[-n

LAUPIRAN TORUT'LIR IIODEL
LADTS.PARPOI,

ilo ASAL SI'MBAITGAN
DANA I(AUPAilYE

BENTTIK SUMBANGAIT DAI{A I(AMPAITTE
JTIilLAH
(Rp.l' KBTERANGAN 9

UANG ! BARAIYG} 6 .IASA?

(np.) (RP.f t' {Unlt) 
6b (RP.)" (Bcnhrkt%

1 Pasangan Calonlo

a. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikotalo"

b. Nama Calon Wakil Gubemur/Wakil Bupati/Wakil

- 
w.likot 'oo

Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politiktl

a, Nama Partai Politik1l"

b. Nama Partai Politikrrb

c. dst.

J Sumbangan Pihak L,ain Perseorangan 12

a. Nama Penyumbang t2"

Alamat Penyumbang 12b:

No. Telp Peny'umbang 12":

No. Identitas Penyumbang 12d:.....

No. NPWP Penyumbang 12"

b. dst.

4. Sumbangan Pihak Lain Kelompok 13

Nama Kelompok l3ua.

Alamat Kelompok 13b

No. Telp Kelompok rs" 
:



No. Identitas 13d

No. NPWP pimpinan Kelompok 13"

b. dst.

Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta la

a. Nama Badan hukum Swasta 14"

Alamat Badan hukum Swasta 'ob

No. Telp Badan hukum Swasta la' : .,

No. identitas Badan hukum Swasta lad

No. NPWP Badan hukum Swasta 14"

b. dst.

TOTAL T5 TOTAL '5 TOTAL '5TOTAL TOTAL 15

Ketua Parpol/ Gabungan Parpol

ttd.
-Nama Lengkap-

!.|lGE br iUrE dt L E.ld Polur d.! 6!r!E kt.l Llut
l. Diiri d6EEn na@ Partai Iblitik atau GaburaBtr trEitai Polid. FdauruDg Es,g6 c5rd
2. Dili dcDss lrAe Prdin.Vl(abrFtd/Kot t@pat P€ailihm bdlarrglurg
3 Dii.i d.!gm lr.@ Pa*i8m caloo raig di$ura Partei Folitit .t u Gaburgh Ibrtai Politik

4, Din iake p{iod. L.p@ Peoqilr)am SumbatE& Da@ Ka!.rye (paiod. .aopai dd,go E"ggEl p-"t"P.n Pa&,,e.n Caron olEh I@q.
5, Dini &ia.n totEl par6im.d .Mb.rE!n Dena IGmlqrV. yarA bdupa uarE alalao b@urk @ta uar8 Rupnfi, Apabila t rdrFt tutr ueig Lin, mal@ &qii!@

d.l.m b.an t kdn,Gi mta ua.a t rbut k dal,E mta uarts Rupian ddrg& klE tEAlrh B&ik Indo@i. p6da taigal tasal$i
6. P.odnt],a Subange Dma l(oFryr yd,g h.rtEhrt hdarg:

a. Diili dage jumlah pqDri6a8.ubaree Daa raoparu! d@ee nilai Rupiah yarla mp.k n h!.il kd!4i h.ts.g k dalam ailai Rupi.h bdd*akan ha€a Fs,
b, Dii.i ddae jod,.h eure unit.@hsnsd bcrula bq!.!A yE e dite.im.

7. PcGim@ S@b.rgo Dam tn spaw! yarA b<hhtuk j.E:
a, Diili d.nsd jmL.h petEi]en.@bqra@ Dea Kampc4r. danAB oilai Ruphh r{A n rupat nhsnt6vdi jaet d.isb nilai Rupiarr bddaatao hatga Fs.
h. Di.i d.ree bcnhrk .@b.!8Er b.rupa jaa yE s dit ri@.

8. Dnii ddlg@ j@lah poerim.6 .6b..a!n Dara xmFrye derEd niLi Rupi.n (mF&4 bsn Fnjuidane tiap t6is peda kolm 5 + €q + 7a)

9, Dini da,gd hal-hd lain ra,g pdlu dii.lalta& ..Frti rircls J'umkh unit pada kolm b.tal8 dd jM.
ro. F.a6it!)6e yaia be.a!.Iddi P!!an86 Calor JarE.]Eh.. daD4ya hqust <Lri 1Et rdGr€4 prit&di PalaDA& Cal@:

Bendahara Parpo{Gabungan Parpol
ttd.

-Nama LengkapGap



. Dii.i dqtse !t.e clron ouhanu/Bupad/walikota h.rEt nilli padlll'.etJa
b. Diid d.,gd t,.m Calon W.kI Ouh.rnu/Wabl BuFti/W.Lil Walikob bqata nilai

a. Dii.i danad t)!@ P.ftri Pourik tsst nilrj ttGttEniya
h. Dii.i doAs t::G PsEi Po,itik b4dtr nilai FrEitr:.erya

12, Dii.i ddEe jalab subal8Bn DaE l(aop.trJE y g b6e.r <i.ti ddb.ltae pihak lai. ,.t .o@as.
.. Dii.i d.ng6 

'rae 
pdryeb.lg

b. Dini ddEBn ala&at p.rvat !g
c, Dii.i daE !!@6t &poo p.r! nb.oa yaie daFt ditubu,ei (.rd4
d. Dii.i .brta.n n@tr idatit . FqyEb.iA
e. Diili ddE@ Nm6 Pd@h Wq,ih hj.k Fiylrb.i8 (.pabjr. 8da)

13, Dii.i dalge junr.h .umb.rgo Dea I(a&Fw. r{le b6{.f dsi ombat€rn plhak lein t lmpoL .dai niatitar FDyub.iA r.l@p.!c
a. Dn i &DAu tl!fu tclodpoL Fnyub.tE
b, Dii5i d.rEE! aLmt k l@EoL FrvuEbga
c. Diili da,ge t)d6 t lepon Lcl@!.ik Frvebdle Fng dapat dihubutgi (aLd4

d. Diisi d..em trdM ialodta. pdnryiD t l@pot
e. Diili d6se N@6 Po!.ok Wqiib Pdak p@tnph l..1 npoL

14. Dini d@Ae 'rEt ttas ,€!g bd.lsl d,.ri !@b.ree baaLn hukum .[Et BEi idm6tr FryrbttE t d.! hukum l'Et*
., Dii.i d.rg6 !!@ tad6 hulsE adra FquEbaDe
h. Dii.i d.,ge .L@t FryEtErB
c- Diti ddgo tr@6 t LF.o piEpit:m hadm huLrh .xst rEs dsp.t dihubutEi {alti4
d. Dii.i ddE6 n@d iidtita. p.q,urubare dapat b.rupa atc p@di!i.n badan huloa !rut
., Dii.i dd'ge Nffi H.oL W.jib hj.t b.ri.n huroa sst

15. Diili dagm totat tcduhm !6M.lEhaigln D.fu lGap.nr. y.rlg dit rim rhelEen calotr
16. Untut Gatuoab P.rbi Politik ditrn&t8rg6i ot h G.buqgn P.rtai F.litit Flguluia P.!rg!n c.rd do c.p F.e,g.n c.lon

*pilih salah satu



LOGO PASANGAN
CALON

Illama Pasangan Calon

SURAT PERIIIYATAAIT PEIYYUMBAITG
PIHAII LAIITI PERSEORANGAIT

DANA KAMPAIT PEMILIHAII WALI KOTA DAIT WAI<IL WALI KOTA
TOMOHON TAHI'IY 2O2O

NOMOR:

Pada hari_tanggal_______________Jang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Umur :

Alamat :

Nomor telepon/telepon :

genggam aktif
Nomor Identitas :

Nomor NPWP (apabila ada) :

Pekeq'aan :

Alamat Pekeq'aan :

JumLah Sumbangan :

AsalPerolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Karni tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama 6ngkaP-



LOGO PASANGAN
CALON

lllama Pasangan Cdon

SURAT PERIIYATAAIT PEIYYUMBAITG
PIHAII LAIIT IIELOMPOK

DAITA I(AMPAIIYE PEMILIHAIT WALI KOTA DAIT WATIIL WAI,I KO|rA
TOMOHOIT TAIIIIil 2O2O

IIIOMOR:

Pada hari_tanggal__yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Kelompok :

Alamat Kelompok :

Nomor Identitas Pimpinan :

Kelompok
Nomor Telepon/Telepon :

Genggam (aktifl
Nomor NP\MP :

Nama Pimpinan Kelompok :

Alamat Pimpinan Kelompok :

Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana :

Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Ktmi tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersiliat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Iengkap-



LOGO PASANGAN
CALON

Illama Pasangan Calon

SURAT PERIYYATAAIT PEITTUMBAITG
PITIAI( LAIIT BAI)Ail HUKT'M SWASTA

DAITA I$MPAIYYE PEMILIHAIT WALI Kcr[A DAIT UTAKIL WALI KOTA
TOMOHOIT TAHT'IT 2A2O

IITOMOR:

Pada hari tanggal____Jang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :

Alamat badan hukum :

swasta
Nomor Akte pendirian :

Nomor NPWP badan hukum :

swasta
Nama Direksi :

Alamat Direksi :

Nomor Telepon/Telepon :

Genggam Aktif
Nama Pemegang Saham :

Mayoritas
Alamat Pemegang Saham :

Mayoritas
Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana :

Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kam:i tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya ngar dapat
digunakan sebagaimana me stinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lrngkap-



MODELLADKI.
PERSEORAITGAN

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL UTALI KOTA
NAMAKOTA TOMOHON1

NAMA PASANGAN CALON

LAPORAN AWAL DANA I(AMPAITTE
Periode_s/d_3

2

Tanggal Pembukaan Rekenl- gl

Nana Bank
Nonor Rekenlng

4

5

6

Nomor Uraian Rp Keterangan

A. PenerimaanT

1 Pasangan Calons

SumbanganPihak Lain Perseorangane

3 Sumbangan Pihak Lain Kelompokto
4 Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swastall
5 Lain-Lain Komitmen12

B. Pengeluaran ................13

1 Pengeluaran Operasi

a. Pertemuan terbatasl4

b. Pertemuan tatap mukals
c. Pembuatan iklan di media massa cetak dan

media massa elektronikl6

d. Pembuatan desain alat peraga kampanyelT
e. Penyebaran bahan kampanye kepada

umum18

f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
Kampanye dan peraturan perundang-
undanganlo

8. Lain-lainzo

2 Pengeluaran Modal2t

a. PembelianKendaraanzz

b. PembelianPeralatan23

c. Lain-lain2a

3 Pengelu aran Lain- Lain2 s

a. PemberianPiutangzo

b. PembayaraaUtang]7

c. SALDO PER 28

Unit

2.



Nomor Uraian Rp Unit Keterangan

Kas di Rekening Khusus2e

Kas di 30

Barang3 1

Tagihan kepada_____.2
Utang33

Gap

CALONUTALI KOTA

ttd.
-NamaLengkap-

CALOII WAIilL WALI KOTA

ttd.
-NamaLengLap-

Keterangan:
Laporan ini disusun oleh Pasaagan Calon
1. Diisi nama Provinsi/KabupatenlKota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan sampai dengan penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

4. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di bank.
5. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye
6. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
7. Penerimaan dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon

oleh KPU.

8. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali
Kota.

9. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan
pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan
kegiatan Kampanye Pemilihan yang ditalsanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak
lain perseorangan tersebut.

10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbaagan
pihak lainkelompok, seperti kelompok organisasi nonpemerintah, kelompok
organisasi sosial, kelompok keagamaan dll.

11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan
pihak lain badan hukum swasta.

12. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan
dikemba,likan kepada pihak lain tersebut.

13. Pengelua-ran dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon
oleh KPU.

14. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan
terbatas meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan,

foto copg, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain- lain
pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.

15. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap
muka dan dialog. Meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copg, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.

16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (braya
produksi) iklan media massa cetak dan/atau media massa elektronik.



17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain
alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur
tentang Kampanye.

18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan
pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan calon
didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.

19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang
tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan a-ntara lain seperti rapat umum yang
dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan
olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosiai {bazar, donor da.rah,
perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial.

20. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan
tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga,
penyebaran bahan Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi
bank.

21. Pengeluaran modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan
aktiva tetap.

22. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah
kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.

23. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah
peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer,
inventaris dan lain-lain.

24. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian
peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-
lain.

25. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
26. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
27. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasayang diterima untuk dikeluarkan kembali.
28. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

29. Diisi dengan jumlah danaluang yang ada pada nomor rekening tersebut per taaggal
penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

30. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye beserta jumlahnya fiumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon
oleh KPU).

31. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per
tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).

32. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal
penetapan Pasangal Calon oleh KPU.

33. Diisi dengal jumlah hutang berupa uaaglbarang/jasa per tanggal penetapan
Pasangal Calon oleh KPU.

34. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, laporan ditandatangani oleh
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

35. Untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, laporan ditandatangani oleh
Pasangan Calon Wali Kota dan WakilWali Kota.

*pilih salah satu



MODEL LADr,z-
PERSEORANGAI{

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN WALI I{OTA DAIT WAITIL WALI KOTA
SAUA KOTA TOMOHOIYI

ITAMAPASANGAN CALOtr_z
DAITAR AI(TryITAS PEITGELUARAIT DAITA KAUPANYE

PERIODE_S/D s

CALOITWALI KOTA

ttd.
-I$ama Lengkap-

CALOIT WAISL WALI KOTA

ttd.
-Nama Lengkap-

Keteraagan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi n nE Provinsi/Ihbupat€cr/Ituta tcif,pat Pasengan Calon m€Nrcalonkan di'i.
2. Diisi flar]la Pa.sangan Calon yeg r:ielaporkar Dana Kampanye,
3. Diisi d€ngan p€riode pclaporan ssreai ddrgarr t€ragal pe'l€tapal PaEangan calon olch KPU.
4. Diisi d€ngan nomor urut kcgiatan.
5. Diisi d€ngan tsrggar pads laat pengehraran t€rjadi.

7. Diisi dengan bcrtuk aLtisitas kaEpsnye &pat b€fupa:
a- P€ngeluaran Opcrad

No. a Tanggals Bukti Pengeluaran6 Bentuk Aktivitasz
Jumlah Non Kas

(Unit)s

Klasifikasi Pengeluaran 10

Keteranganl 1

1 loa 2tob 3 loc
Jumlah Kas (Rp)8

Gap



lain-laifl p€ng.lusran terLait dengan aLtivit€.s rapat t€rbat s.

l,aiE-lain pcngeluare t rkait denAe aktivita.s tatap Euka.
3) PeEbuatan/Produksi iktan di E€dia r:lassa cetak dan Ecdia ma.ssa elekronik mencskup ttas6k6i anlara lain biaya p€mbuatan {biaya produki) iklan Mcdia masta

c€tak dan m€dia nausa clcktooik.
4) Pembuatan d€sain alat p€raga kamFrlye e€ncakup transaksi antara lain biala jag pdnbuatan desain alat peraaa IGEparye sbagaiEana dimaksud dalam Fraturan

yanam€fraatuf t€atsfla Ka.npanl'e.
5) Pen],ebaran khan KaEpany€ kcpada llllua a€ncakup keAiat n ]'ang adiabulke transaksi, termasuk hia,'a p(oduksi de Fdyebamt! bahan riampatt]€ yanA

dibiayai oleh Pasangan Caron, antara lain biaya bahan lGapany€ berupa pakaian, pccrutup kcpala, alat minum, kalmde., kaltu nafla, pir, alat tulis, pa,'uIrg
dan/atau stik€r paline bcsar ukursn 10 cr,l x 5 crB, scsuai Peraturan KPU ]'ana Eerrgatu! tllttang Kampsnye.

6) K€giat n lain yana tidak melrnggar lamnga(! I(a]!pa]l]€ PeEilihe dian Fraturan pgundsng-lrrdangan Eencakup antara lain kegiat€n kebudayaan (pentas *ni,
panen rrya, kcrs€r ausik), kesiatan olah rasa (serak jaran santai, €epeda s6Dtai), kcsiar€n sosial (bazar, donor darah, p€.l.Ebae, hari ulffa t€hurl), da'l kaEpanyc
met lui media s6ial

? Lain-Lain aencakup transaksi peflgeluaran s€lain kegiatar pertemuar te.bats, pcrteauan tatap muk& pembuatan il{an Eedia oasa, pembuatan desain alat peraga,
p€nyebaran balrafl kaEpanye, dan kegiatan lain yErlg tidak m€laraSar lalmSm l(af,psnye ds'r paaturafl p€flmdan8-undargF r, *perti biaya adEinistraEi bark

b. PmAeluarsn Mod.l
1) Pembelkr K€rdaaarr diisi dettga'I judah/banyalmj'a kccrdararn yan8 dibeli dan didlai dengm rupiah k€ndaraan t€rs€but bedas3rka'r harga pasd.

ecperti kompur€r, inv€tfaris daf, lain-lain.
c. Penacluarafl lain-lain diluar p.irA.luaran operasi dan p€(rgeluaan modal

b€ntuk mata utrr{ Rupi6h. Apabila tccdapat rnata uans l,air, ,:lEka sajikan dalam bertuk konversi aata usng tEreebut ke dslam mata uans Rupiah dengan kurs trn{ah bsr .
tndoaesia pada +'nsqal t ansaksi.

barana dsn jals ter*but. Jika bsrsng dan jasa trscbut dapat dikctahui nilai rupialmya, maka sajikan juga nilai rupiah bamra dan jasa tersebut b€Eda!*rkan harga pasa.
Cofltohnl,a sntara lainjasa artis, sourd sgsr€r4 scwa panggurg, transporta.si dan lain-lain.

10. Itulo@ Klrsifika8i Penseluaran diisi densan :

a- C€L list pada kolDra I apabfla p€Ergclustan b€rasar dari peEgcluaian op€rasi,
b. C€k liBt pada koloa 2 apabila p@8elua.dn bcrasal dari hodal.
c, Cek list Pada koloE 3 apabila penaeluamr bcrasal dari peDgoluatan lain-lain.

1r. Pada Koloid lGt€cangan diisi dcflgan hal-hal lain yang p€riu dijclaskm.
12. Kctcrangan tambahan:

a. Daftar ALti,its.s drn Pcr{eluaran Datra l(ampanF dilampiri dengan Bulti-bukti Tranlakci Pe"aelu@.
b. Untuk PeEilihan Gub€mur dalt Wfil cubenrur, Lapo.an ditandatagani ol€h Pasangan Calon Gub€mur dan Wak c{bernur.
c. Ur*uk Pcrrilih.an Wali Kota dart Wakil Wali Kora, l,aporan ditandatangani oleh Pasangan Calod Wali Kota dan Wakil WaIi Kot "



LOGO PASANGAN
CALON

PEUILIHAIT WALI KOTA DAN WAIflL WALI KOTA

ITAUAIIOTA TOUOHOIT1
ITAUA PASAISGAIT CALOIT

DAITAR SALDO DANA KAUPAITYE
Periode s/d_.

ITO4 URAIAIT5 JITMLAH KAS (Rplo JIIULAII NOIY KAS (Untt)z KETERANGAITIs

2

CALOITWALI KOTA

ttd
-tramaLeagkap-

CALOilWAISLWALI KOTA

ttd
-I[aaaLenglap-

Itct t.rg..[:
Laporan ini dbusun oleh Pa.sangan calon
1 Diisi dcngan nairra Provifti/IGbupat n/Kota teopat PaE€rgan Calo(I meflcalo.kan di!i.
2. Diisi aalm Pasrse calm l.ans delaporkafl Dana lGirpan,rc.
3. Diisi dengar pe.iode pelapole saEpai denSan targgal pGnetapsn Pasangan Calon oleh XPU.
4. Diisi dogan no&o! rJflL
5. Diisi dcngan saldo awst pcEbukarn Rckening Khusus Dana Ke.mpanye dan saldo akhi! pdiod€ tutup buku.

aara uaog Rupiah dmgan kurs tdrgeh Bak Indoncsia pada tanggal traflsak€i,
7. Diisi dengan juElah sruatr uit apat ila saldo/kas ters€but b€rupa baran& Unit berupa baEns harus dis4iksn dslam b€otuk Gatuan bdang tcrEcbut. JiI€ baranS teriut

dapat diket hui ailai rupiahnya, aaka sjika'l juga nilai rupiah bararE tersebut berdaBarkan hasa pase.
8. Pada kolom Kete.mgan diisi dmge hal-hal lain ymg perlu dijeraEksn.
9. Kcterangsntarabahaff

a. Udtuk P.oilihe Gubemur d& Wakil Gub€rrru.r, hporan dit€ndataflgani oleh Pasaryan C€rofl Gubcr r dan Wakil Guberru.
b. Uatuk PcDilhan Wali Kota de walil W6li Kota, Iapola'r ditandat"ngeiri oleh Pasanasn caloa Wali Kota drn Wfil Wali Kota

UODELLADKS-
PERSEORANGAN

*pilih salah satu

Gap



UODELLIU'K4-
PERSEORANGAN

LOGO PASANGAN

CALON

PEMILIHANIIIALI KOTA DAN WAISL WALI KOTA
NAilIAKOTA TOMOHON

IYAMA PASANGAN CALON
SURAT PERITTATAAN TANGGUNG JAWAB

ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPAIYYE

TAITGGAL-S/D-

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan : Calon Wali Kota

2. Nama :

Alamat :

Nomor Identitas :

Jabatan : Calon Wakil Wali Kota

Adalah Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Berkenaan dengan l"aporan Awal Dana Kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota
(nama daerah pemilihan) periode tanggal sampai

MEI{YATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang

ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor Tahun_dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode
pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI _ )

berdasarkan bukti-bukti dan atau falrta yang sebenarnya.
4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh

pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan



yang melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan

yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk
me mpertanggungj awabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

-,
CALON WALI KOTA CALOil WNIIL WALI KOTA

ttd.
-Uama LeagEap-

ttd.
-lllama Lenglap-

Keterangan:
Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon

") Coret yang tidak perlu

Gap



LOGO PASANGAIT CALON

PEUILIHAN WALI KO|rA DAI{ WAI(IL WALI KOTA

I{AilA KOTA TOMOHOIIl
PASANGAII CALOIT 2

DATTAR PEI|ERIUAAIT SI'TBAI|GAI{ DAI|A IIAUPAITYE

PERIoDE-.ld 3

MODEL LITDKS-
PERSEORAI{GAN

ro ASAL SIIUBAIYGAN
DANA IIAilPAI{YE

BEI{TI'K ST.IUBANGAN DAITA I{A}IPAI{YE
.'UItrLAH

(Rp.l7 KEtrERAilGAIT 8
UAIIGA BARAIIG 3 JAsa6

(ap.) (RP.) "' (Unttt 3b (RP.) "' (Beatuk)6b

l. Pasangan Calone

a. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikotae"

b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil
Walikota*

c Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ro

a, Nama Penyumbang lOa

Alamat Penyumbang'ob, ................

No. Telp Penyumbang 1o":

No. Identitas Penyumbang rod:......

No. NPWP Pen5nrmbang 10"

b. dst.

J. Sumbangan Pihak Lain Kelompok 1l

a. Nama Kelompok ll"

Alamat Kelompok rrb:

No. Telp Kelompok 1r"

No. Identitas pimpinan kelompok trd

No. NPllrP pimpinan Kelompok I t'



b. dst.

4 Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta 12

a. Nama Badan Hukum Swasta r2'

Alamat Badan Hukum S\irasta t'b r........

No. Telp Badan Hukum Swasta "" ' ..............
No. Identitas Badan Hukum Swasta l2d:

No. NPWP Badan Hukum Swasta 12'

b. dst.

TOTAL 13 TOTAL 13TO|IAL TOTAL '3 TOTAL 13

Calon Wali Kota

ttd.

-Nama Lengkap-

LaF(a ini disuua o&h Par.ttean cald
r. Dn i ddgln NM. Bwin.i/K.bupata/Kota t@pat PcEiliho habrglunA
2 Dii.i dc!8an n@a P.,.!lam c.lor P@dargu
3. DituEt n paiod€ Lap@, Padiolld Subalee D.E KlmF4yE h6iod. .op.i d.rgM taiEal FEtap€n h.a,ga C€ron oLh IiPU).
,1. Dii.i .Lrye totEl F66i@,s.umbarg6 Dea IGBpa.Vc yEe b6uF u€tg .LLE b.rtul @te uerg Rupi.h. Apaula t drpat mta EiA tain, e.rd diBjikan

dahm b.ntuk k6!6i @ta uarg tdebut t iL.Lh @ta u.JE Rupiah dage ku tdtgBh B.t* k&l66ia P..ta toEFr tiadalri
5. PcGtt)as SqbqrAe D.E KIDFi E rlDg batantuL t&tt!.

a, Dii.i deree j@lsh paditll,e lMbaree DaE K@F V. dd,gu nihi Rupi.n FtA odp.r.a hdif balan hac.g k aLlAm nilai Rupi.h badlgk o hatAu pa6
b, Dii.t da,8s jld.ll &tre unit.umhdta@ b.rup. laE e ralla dibi@.

6. P€@itl:aa SMhaDge Dam lGoFrrr yErE h.rb6tur( jM:
., Dli.i ddem jlEia.tr Fci6.o !@tere@ D.fr rlMpd0r. ddlaFn nilai Rupi.h JE'B @roFko h4il kdl!6i ja* k daLo nibi Rrpi.rr bdde6kan hrrg. Fs!.
b, Diili dd'gs h.nlrt .umbatam b.rupa ie F,a ditEi@

7. Dii.i ddlgd jMLh p@6iD.m 5@bar8m Deu r'Mpary! dcn8m niLi Rupiah (@ruFko h4!l r.qjuolahe dap b.rn F6de koldn 4 + 5{ + aa)

A. Diid d.iAd h.!h..Ilain raig Flu dijet6kd, .epdti rircia! juelah unit p€di kolom hdlra &! iB.,
9, F.rEitlraeIE la b.Dlal ddi Pa..lEo C5lo.,E rg.uhcr dsarr& tae.l aldi b.tt k l(ry€a P.ib.di P.ei8s C.lon:

., Diiri .tciau r:lE! C€ron llIrli Xot& b.ftEta nibi pdEimaa!rya
b. Dii.i ddAEn tr.@ Calon Irlatil W.li l(ote ha6b nilei pd6i6ed{E

rO. Dii.i ddeln jMLh .Mbdlllrn Da@ riaeFruE rDrA he.ral dEi .lnt ,ae pilDL Lin !d!elarga!.
a Dii.i d.r'Ad tr4a Fryumb.Jrg
b. Diili ddaM .laeat ldvuobarA

Calon Wakil Wali Kota

ttd'
-Nama L,engkap-

Gap



c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)

d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang

e. Diisi dengan Nomor Pokok wajib Pajak penyumbang (apabila ada)

11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.

a.Diisi dengan nama kelompok penyumbang

b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang

c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)

d. Diisi dengan nomor identitas pemimpin kelompok

e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok

12. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.

a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumba.ng

b. Diisi dengan alamat badan hukum swasta penyumbang

c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badaa hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)

d. Diisi dengaa nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.

e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta

13 Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon

14 Ditandatarrgani oleh Pasangan Calon Wali Kota

"pilih salah satu



LOGO PASANGAN
C/\LON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERIYYATAAIT PEIYYTIMBAITG
PIHAK LAIIT PERSEORAIIGAIT

DAITA KAMPAITYE PTMILIHAII WALI KOTA DA1T UIAIIIL WALI KOTA TOMOHOIT
TAHI'IT 2O2O

NOMOR:

Pada hari tanggal__yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Tempat/tanggal lahir
Umur
Alamat
Nomor telepon/telepon
genggam aktif
Nomor Identitas
Nomor NPWP (apabitra ada)
Pekeq'aan
Alamat Pekedaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Karni tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama l,engkap-



LOGO PASANGAN
c/tLoN

lfama Pasangan Calon

SURAT PIRTYATAAIT PTITTUMBAITG
PIHAII LAIIT KTLOMPOK

DAITA KAMPAIITYE PEMILIHAIT WALI KOTA DAIT WAI(IL IIIALI KOTA
TOMOHOIT TAHT'IT 2O2O

NOMOR:

Pada hari tanggal____________yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok
Alamat Kelompok
Nomor Identitas Pimpinan
kelompok
Nomor telepon/telepon
Genggam (aktrf)
Nomor NPWP

Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Fimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana
Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersiliat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama kngkap-



LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERIVYATAAIY PETTYUMBAITG
PIIIATT LAIIT BADAIT HUKTIM StrTASTA

DANA KAMPAIVYE PEMILIHAIT 1[7ALI KOTA DAIV WNIIL WALI KOTA
TOMOHOIIT TAIIUIT 2O2O

NOMOR:

Pada hari_tanggal_______________yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :

Alamat badan hukum :

swasta
Nomor Akte Pendirian :

Nomor NPWP badan hukum :

swasta
Nama Direksi :

Alamat Direksi :

nomor telepon/telepon :

genggam (aktif)
Nama Pemegang Saham :

Mayoritas
Alamat Pemegang Saham :

Mayoritas
Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana :

Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama lrngkap-

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,

TTD
HARRYANTO Y.S. LASUT

SESUAI ASLINYA
KOTATOMOHON

HUKUM

T
o

111001



I,AMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TOMOHON NOMOR :262 (KU.O7-

Kpt/ 7 L73IKOTA/VIIII 2o2O TENTANG PEDOMAN
TEKNIS DANA KAMPAI\IYE PESERTA PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON
TAHUN 2A2O

JENIS FORMULIR T-APORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON TA}IUN

2020

UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU

GABUNGAN PARTAI POLITIK
A.

B.

1 Formulir Model
LPSDK1 - PARPOI

l^ampiran f'orrrrrtit
Model LPSDKI-
PARPOL

Formulir Model
LPSDK2-PARPOL

Formulir Model
LPSDKl-Perseorangan
Forrnulir Model
LPSDK2-Perseorangan

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
Kepada Pasangan Calon;
Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas l,aporan
Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas la.poran
Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

2

3

4

5

6

1

2

3.

4.

5.

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;

Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.



LOGO PARFOL/GABUI{GAI{

PARTAI POLITIK/GABI'I{GAIT PARTAI POLITIK
DEWAI{ PIUPINAN DAERATI KO/TA

NAMA KOTATOUOHON2
LAPORAN PENERITIAAI| ST'MBAI{GAN DAITA I(AIUPANYE

XEPAI'A PASIANGAN CAI,Oil

Perlode tanggal-saanpal a

Caloa Wali Kota

ttd.
-Nma LenSkap-

Ketua Parpol/ Gabungm Pupol
ttd.

-Nma latrgkap-

Calon Wakil Wali liota
ttd.

-NaBa Lengkap-

Benda-hm ParyoV Gabwgm Parpol
ttd.

Ketemgm
lapom ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungm Partai Folitik

1 Diisi deogan nma Ptrtai Politik atau Gabwgm Partai Politik lrnSusung Pasmgu Calon

NORUULIR}IODTL
LPSDKI.PARFOL

No.5 Tanggal6
Jumlah Sumbangan 7 Bcatuk Sumbangan 8

Asal Sumbangane
IllomorRekning

Pea5rumbanglo

I[omorRekening
Penorimall Buktll2 Keterangan 13

(Rpl 7" Unlt 7b Tunais" rarargsb Jasa&

Gap

-Nama Lengkap-

I

Gap



2 Diili d.tJp D@x Plwrnd/r!.Luprb/L.b hp.r hilllnm hara3.ur.
3 Dxli dmsm ..tr Pr.m.m c.ror ,ut disus Pud toudt/

fibrd.,]F sio&.ulhry Dse y\uFr tEd. 1 (uh4 hdl -blll NE drrd!.r}& Ept'i d.!.u I b{ d.lu[ rrupan ,le.ru LEDL au'idEllrtrtul &b.dD, dibhPr.!
d.lu PE tUlu l@u 6b3 rr}a@ lEsrn dm jd'd )

6D,nida.efu'lllE@bBim'ubug&D. klp5ny.
t Di,Li d.!ge juEllr!.ub.!sn Flg drt.tu

! Diai dq& tohl.uolelE bat!. bm.e
. Drki ddsm h.ft,r.rDbl!!.! r<uF j.u

10 DLidara D.DrEhhllE utat F@b.!rE tun l
U DLrddrm tuDff E,6hl ,.Gnu.utura (rubesE hld
12 DEidGrybul6.d tt (bdd rmdr, ,d bsr& dq

$ Uftrr ftsitlE wsI vor. dr walil rrdr Ldq k!!,!a rblrd db'dtu3.nt oLh li.la$! c.la
15 unbl6nn!d erd tu dt dlb,neatoioLn 6D,ao tud Foliur( Flaur4 Pa@rd..r,n dm er hdau c.l4



L(XIO PARFOL/OABInGAr
PARFOL

PARTAI POLITIK/GABI'NGAIT PARPOL

DTWAN PIUPII|AN DAERAH KOIA

ITAUA KOTATOUOHOIS2

DATTAR PENERIMAITil SI'MBAITGAI| DAI{A IIAUPAITTE PASANGAI{ CALOIT
t pERIoDE .........s/d.....-.- "

LAIIPIRAI'I NORIIT'LIR UODET,
LPTIDKI.PARFOL

t{o ASAL SUMBANGAN
DANA I(AUPANYE

BENTIM SUMBANGAI{ DANA I{AIUPAI{YE
JUUI"AH

{Rp.t 
8 KEtrERANcAIt e

UANG! BARANG6 JASA "
(Rp.) (Rp.) o' (Untt) cb (Rp.l 7" (Bentuk|ft

1, Pasangan Calonlo

a, Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikotaro"
b. Nama Calon Wal<il Gubemur/Wakil Bupati/Wakil

Walikotalob

o Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politikll
a. Nama Partai Politikrl"

b. Nama Partai Politikrll'
c. dst.

c. Sumbangan Pihak Lain Perseorangal 12

a. Nama Penyumbang th

Alamat Penyumbang l2b:

No. Telp Penyumbang 12":

No. Identitas Penyumbang 12d:...

No. NPWP Penyumbang 12"

b. dst.

4. Sumbangan Pihak Lain Kelompok 13

Nama Kelompok 13"a.

Alamat Kelompok r3b:

No. Telp Kelompok 13'



No. Identitas 13.1

No. NPWP oimoinan Kelomook 13"

b. dst.

Sumbansan Pihak Lain Badan Hukum Swasta la

a. Nama Badan Hukum Swasta 14a : ..

Alamat Bad.an Hukum Swasta lob :...

No. Telp Badan Hukum Swasta 14c

No. Identitas Badan Hukum Swasta rad 
:

No. NPWP Badan Hukum Swasta 14e

b. dst,

TOTAL 15 TOTAL 15TOTAL TOTAL 15 TOTAL '5

Calon Wali Kota
ttd.

-Nama Lengkap-

Ketua Parpol/ Gabungan Parpol
ttd.

-Nama Lengkap-

Calon Wakil Wali Kota
ttd.

-Nama Lengkap-

Bendahara Parpol/ Gabungan Parpol
ttd.

-Nama Lengkap

LrE6 ld aL6! .iLh EEt l Foltlt rt ! o.tuaE H Poftlt
1. Diili dqg@ lam Part i Politik atau Gabulasn Partli Politit PagEuilg Pa$r'ge calon
2. Dii5i d.,Ao nEc PrdiD.i/I(ebuFih/Kota ta4at P@n E bdldrglutlg
3 Diiri d.!Ae tla@ Pa.alaaa C.l@ yaoA diaury P6ltai Polihk atau Catlurta n P.rtai Flolitit

4. Ditu&tan pc.iodc L€p6@ endillll4 s@bar8q DEs X.aF sr. @rird. I (!.tr) hfi et bn IADK diMFikan .epai d@aEn I h6i..b.Iuo FryeFio hp66 IISDK Eeuai dd8En
jadrBl &b.gaiE.m dit tapl@ daLr FEEtlrlu XPU tenhrle t hcFn, pr.g@ dan ladwal),

5. Dii.i deryd total rEMill)ld lab.rlgd Da l(@pa.ryts yarA b6upa uarE atalao b6tut @ta UEla Rupnrh, AFbiIl tddEpat tut u.rg laia, maka disjike
dalm balnr& k6!6i @t uare M&but te dalaD 6at! u.t'a Rupi.n dq,aa klE t@g6ih B.n. Ldocir pada targg.l tra ak!i.

6. FcEitM Subarya D.m I(dFDlE ysra tatstuL tsftlg:
a. Dit i dcng& jumlah p@dit@ slmb€ttad Dana l(Mp.!rr da,s6 nihi Rupirn lE rg d6ilrp.re lEil k6E!i ba&r8 k. alabE nilai Rqpi.ll bddsdk n haqa pa.s,
b, Dii.i d@Ad jualah &tr& uit .@bqigan b.flla basry ralE dit rlm.

7. F.tEill]€a S$t6,gs DsE IGEP.JIE ya,A haldrtrk !e:

Gap

Gap



a.Dinidcne6juE,lhpeGiltt.s.unb6raeDa6Xlop.rlrcd@e!nnilaiRup,shy.ralt]dFtanh60koaqlii.ek.Ll.mdlaiRuPialttddddlc!h.tla!.4.
b, Diiii ddgs bdrttrk .ubalAe b6up. ja. rsle dit6ti@

8. Dii.i d.iee juEtgn latditl),s 6@bargE! D6. r'mpsry. daEEn tilai &rphh (mp.&.n hail lajuolahe f€P b.ti'r pad& koloo 5 + 6a + 7e)

9. Dli.i d.rA& h.lbal lain ,€,e p6lu diFLlk n, ..p6tti rincie juEllh unit P.ta tol@ barie ds j*.
10. PcrdidrM ysqg tEru.I dsi Pa.r'r,as C.ld yurg .mba ddatrya bdE.r d.!i h.rt !..k{vafu Ptfiadi P..6rgd Caloal

a. Dii.i dd,gM t:Ma c.ld Gub6nu/Bupati/Waxkot! bd&rte nilai padi,)raetrF
b. Dii.i <rerlae tr!@ C€ho Waldl GubanE/Wer<il Bupati/wa&il W.likob b.6t nilai P@..i!E{rya

a. Diili dd,au lrl@ PErtli Pblid< tsdta nilai FndimentDE
b. Dii.l datge !r!@ Paitai Politik b66b rilai raaimarr4E

12. Dii.i clerae jMllh lunbarss D.e l&spaqe talg b.r6!al dEi .@b.tge pihat ,tin P.rd..ga
.. Dii.i ald!tsn lt,@ p€i,JEb.ra
b. Drid d@8!n .L@t pdrru@b.re

c. Dii.i d@g!n am6 t Lpod Fryrbd,g ysrE depat dibubuiei (.r.64

d. Dii.i dmA.n tlrfur itdtita! !.ryralbare
.. Dii.i ddad N@6 FoLd. wajib Pejlr< PdtyMbare (apabila adi)

13. Dn i d@s juor.rr .ubarEan Dar.xmFry. FJrg b@sr dei smt i6s p Dr bnr L6&@p<,L Gud i.t otit ! PqDtumb.tE keldEPoE

&Diili d@gin !rl@ t l@poL Pdryumb.t'g
b. Diili d.oaB ar.@t L.l@p"L pequmb.r'e
c. Diili ddgd lBnd t Lp6 Lcl@p"t Fry"-b-,8 yEA dapat dihuhor8i (.Ld,
d. Dii.i dalgs n@d i!6tits p@impin kol@po&

.. Dii.i ddgs N@6 Pokd< Wqiib hj.k p@nnper kd@pok
14. Dii.i d@8Bn $Eb.,Ae D.n. Kemld0'. rarg bda..l .Lri.rb€r86 tEda hukM !m!t .d.i ial€otita! pau'uh.tg tede huloD eat*

4 Dibi dagrn t)a@ had6 hukuE .sat Fqlumbat'A
b. Dii.i ild'ad ..L@t Fdl,rberE
c. Dii.i ddtam nolu t Lp.o pnrpnE b.do hukuD 94h Jsla drpst.Uhuburgi (aldi,

d. Dii.i ddtaE lmd iddtits p.ryu&b..A dapat t6uP. sl(t. p@dirie bade hukuE dat
€. Dti.i ddEla N(!u PoloL w.jib P.j.& bs.i.n huLuo lqEh

15. Dltli ddgd tot l kdelwl@ FnM .lElalsd Dda l(aiprrve yE A dit rha Pg4ttg@ CafoD

16. U.tuk F.oi,ihd Cubanur <bn W.kil Oub6iu, Lapos dit ld.tErtasi oleh Crr@ Cubdnu dd W.r.il (hrbmu.
17. unhr& P@ilihe wat rota daa Watil w.li t(ots, t pde tinetat ditaidat r8Bni oLh Psarge cal@ w.n Lota de w.kil w..li l(ota

la. U.tuk G.bunSE Palt i Poutik dit idatatEEni oloh Gabu.,ao PElbi Poutik F gusurE Palsae cdd aLn €p Fatareo Cerm



UODELLPSDIT2.
PARFOL

LOGO PASANGAN
CALON

PTMILIHAIT WALI KOTA DAIT WATIIL WALI XO|rA
ITAMA KOTA TOMOHOIT

ITAMA PASA'rGAIT CAI,ON
SURAT PERITYATAAIT TAITGGUIIG JAUIAB

ATAS
LAPORAII PEITERIMAAIT SUMBAITGAIT DAITA KAMPAIVYE

TAJIGGAI_S lD _

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :

Alamat :

Nomor Identitas :

Jabatan : Calon Wali Kota

2. Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan : Calon Wakil Wali Kota

3. Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan : Ketua Partai Politik/Gabungan Partai Politik

4. Nama :

Alamat :

Nomor Identitas :

Jabatan : Bendahara Partai Politik/Gabungan Partai Politik

Adalah Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Ketua Partai
Politik/Gabungan Partai Politik dan Bendahara Partai Politik/Gabungan Partai Politik

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Wali Kota dan
Wakil Wali Kota *(nama daerah pemilihan) periode tanggal sampai



MEI{YATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa l;aporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang

ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor_ Tahun_dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

3. Bahwa seluruh Penerimaan yang dilakukan selama periode pelaporan telah
disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI_) berdasarkan bukti-
bukti dan atau fakta yang sebenarnya.

4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh
pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan
yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan
yang melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan
yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan hi, bersedia untuk
mempertanggungj awabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

KETUA PARPOL/GABI'NGAN PARPOL BTITDAHARA PARPOL/GABUNGAN PARPOT

CALOITT UIALI KOTA

ttd.
-Ilama Lengkap-

ttd.
-I[a-a LengLap-

-,
CALOIT WAITIL WALI KOTA

ttd.
-lllana LengLap-

ttd.
-lllama Lengkap-

Keteranean:
Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon dan Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik
") Coret yang tidak perlu

Gap

cap



LOGO PASANGAil
CALON

SURAT PERIYYATAAIT PEIYYUMBANG

PIHAII LAIN PERSTORAITGAIT
DAISA KAMPAIYYE PTMILIHAIT STALI KOTA DAIT WATTIL WALI KOTA TOMOHOIT

TAHT'N 2O2O

lltoMoR:

Pada han-tanggal________________ ang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Tempat/tanggal lahir
Umur
Alamat
Nomor telepon/telepon
genggam aktif
Nomor Identitas
Nomor NPWP (apabila ada)
Pekerjaan
Alamat Pekerjaan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersiflat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama trngkap-

Nama Pasangan Calon :



LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERTYYATAAT PEITYUMBAITIG
PIHATT LAIIT XTLOMPOK

DANA KAMPAIYYE PEMILIHAIT WALI KOTA DAN WNIIL WALI XOTA
TOMOHON TAHTNT 2O2O

ITOMOR:

Pada hari_tanggal________________ ang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok
Alamat Kelompok
Nomor Identitas Pimpinan
Kelompok
Nomor telepon/telepon
genggam (aktrf)
Nomor NPWP
Nama Fimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana
Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kam;i tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersiliat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama kngkap-



LOGO PASAITTGAN

CALOIV

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERITTATAAIT PENYUMBANG
PIHAI{ LAIil BAI'AIY HUKT'M SWASTA

DAITA KAMPAIYYE PTMILIHAN WALI KOTA DAIT WAI(IL WALI KOTA
TOMOHOIT TATIT'il 2O2O

NOMOR:

Pada hari_tanggal_____-___-*_____gang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :

Alamat badan hukum :

swasta
Nomor Akte pendirian :

Nomor NPWP badan hukum :

swasta
Nama Direksi :

Alamat Direksi :

Nomor telepon/telepon :

genggam aktif
Nama Pemegang Saham :

Mayoritas
Alamat Pemegang Saham :

Mayoritas
Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana :

Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Karni tidak dalam keadaan pai[t atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersiliat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama kngkap-



UODEL LPSDKI.
PERSEONANGAIT

LOGO PASANGAN CALON

PEUILIHAIT WALI KOTA DAI| WAI{IL WALI KOTA

I{A[A KOTATOUOHOilT
PffilItGAII CALOI|

DAtrTAR PEI|ERIIAAT $'[BAT{GAIT DATA XAIPAI|YE

PERIODE ........t/d.......... 3

ro ASIAL SI'UBAIYGAN
DAI{A I(AUPA}NTE

BENTI'I( SUTBAITGAN DAIVA I(AIf,PAIIYE
JIIULIUI

(Rp.)' I(ETERANGAil 8
UANG4 BARAIIG 5 JASA6

(Rp.l (RP.) o' (Unttf sb (Rp.) u' (Bcatu&) 6b

1 Pasangan Calone

a. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikotae"

b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil
Walikotaeb

a Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 10

a. Nama Penyumb"rrg '0"

Alamat Penyumbang lob:

No. Telp Penyumbang'o", .............

No. Identitas Penyrmbang lod:...

No. NPWP Penyumbang to'

b. dst.

3 Sumbangan Pihak Lain Kelompok rr

a. Nama Kelompok ll"

Alamat Kelompok rrb:

No. Telp Kelompok rr'

No. Identitas pimpinan kelompok t'o , ......

No. NP\trP pimpinan Kelompok rr"



b. dst.

4. Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta 12

a. Nama Badan Hukum Swasta 12a

Alamat Badan Hukum Swasta 12b :..

No. Telp Badan Hukum Swasta 12c

No. Identitas Badan Hukum Swasta 12d :

No. NPWP Badan Hukum Swasta 12e

b. dst.

TOTAL 13TOTAL TOTAL 1.} TOTAL 13 TOTAL 13

Calon Wali Kota

ttd.

-Nama kngkap-

Calon Wakil Wali Kota

ttd.
-Nama lengkap-

Lp@ ini dillma oLh hrarg4 C.l@
1. Diiri .lcnae N@ Pr@idvralqpaEn/rsta hpat ftmilihe !€rlar8iure
2 Dii.i ddgm tlam ksEs C..lon Pa6.,gs
3, Diurlistan Friod. Lpodn Pdeim&n S@h.,Ae Datu raEFiy6 (peridc 1 F.nr) hdi sbbh IADX dn@pai!.an 6@Fi d6ea. r hld eb.llE FryMFnr Lr!@ LPSIDX €Mi deee jadml ebag.t@a

dit6tapt n dqt e Perihrtu (zu tdt rE t haF!, !E gl@ dd jad!v.l),

4. Dini d€nee total FrEi@em .@b.tlaEn Dan. Km!6wolEtlg b6!pa ualg dalam batuk mta uaDg Rupiih, AFbila tadEpst @ta ury &i, a.te diejikd drLo bentuk

ldt\ei @t uslA t rE $ut tc alallE mt uang Rupi.fi d.,EEn ku t@gEn B.,ik liddEia Fa.ta t ,sal t@6.r.i,
5, P.Mitl].d SMba.au Dam LsmFtDE JEta b.rtqrhr& t rEla I

a, Diisi dd,ae jumlah p6€ri,l]as.@b.ree Dma KalEus dsEan lilai hrpian JErla tr:@patao tail k@6i h€r.,rg lc abLm nilei Rupi.h b€daglGn h.t8a pag.
b, Dii.i ddla6 jumL}I .ahre unit .rb.JEan bcruF bdarg ys.g dit6i@,

6, PlEtDld Sumt€DAo D.EIGmFrS€ya.A b<h.ntukja. :

a, Dii.i ddg6 jumlah !aEi@e,.Eb.rg.n Dae IGepatrrE d6g@ nilai Rupiah y6oe merupata hail Lont@i j.g k d.bE Dilai krpiah tad6&lc! h.tlE F@.
b. Dini d@86 t$hrt .@b.rgs h@F j.* r€,,9 ditrrtn*

7, Dii.i d@As juEl.h F@itrllm .umbaoas Da@ I(aoparuE d@e@ nilai Rupiah (m@Ft& hsn p.njudlalE tiap bsn p.da koloe 4 + 5a + 6a)

8, Dii.i d.og hal'h.r lAia yang p.rlu dij.la!L.D, .eporti rirciM jualeh unit pada Ld@ bdatla.lan jM.
9, fto6i@ yarg b.E.l ddi Pe.rtam calon ya,A Eumts dr.,rya b.!!el ddi hdta lckrvss Fibadi Pa!.rad CEronl

a. Diili ddgEn !)m. C.ron Wali Kot b6.at nilai FEdiE,drtD
b. Dii.i daa6 n.@ c.lon W6til lrali Kot b.6ta nfi pcnEiE.Erry.

10, Dii.i dqleo ju&lah s@b.rea Dafr IGmpaqE Jara bda.al dai .umba,ee pihak laia ]E3dlrlaa.
a, Dii.i &rg!n lr,@ pdrdtrJrg

Gap



b. Diisi dengan alamat penyumbang

c. Diisi dengan nomor telepon penytrmbang yang dapa.t dihubungi (aktif)

d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang

e. Diisi dengan Nomor Pokok Wqiib Pajak penyumbang

I 1. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok,

a.Diisi dengan nama kelompok penyumbang

b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang

c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)

d. Diisi dengan nomor identitas pemimpin kelompok

e. Diisi dengan Nomor Pokok Wqjib Pajak pemimpin kelompok

12. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta'

a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang

b. Diisi dengan alamat penyumbang

c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)

d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta

e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta

L3 Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kamparrye yang diterima Pasangan Calon

14 Ditandatangani oleh Pasangan Calon WaliKota

*pilih salah sahr



UODELLPSDK2.
PERSF,oRANGAN

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAIT WALI KOTA DAIT WAIIIL WALI KOTA
ITAMA KOTA TOMOHOIT

ITAMA PASAITGAIT CAI,Oil
SURAT PTRITYATAAIT TAITGGUIIG JAWAB

ATAS
LAPORAN PENIRIMAAIT ST'MBAITGAN DAITA XAMPAITTE

TANGGAL_S lD _

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan : Calon Wali Kota

2. Nama
Alamat
Nomor Identitas
Jabatan : Calon Walil Wali Kota

Adalah Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Wali Kota dan
Wakil Wali Kota *(nama daerah pemilihan) periode tanggal

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang

ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor_ Tahun_dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berl;aku.

3. Bahwa seluruh Penerimaan yang dilakukan selama periode pelaporan telah
disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI_) berdasarkan bukti-
bukti dan atau fakta yang sebenarnya.

4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh
pengeluaran diperguna-kan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai



peraturan perundang- undangan yang berliaku, termasuk kewajiban perpqiakan
yang melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan
yang telah disqiikan dan diungkapkan dalam Laporan ir1i, bersedia untuk
me mpe rtanggungj awabkanrlya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

-,
CALON WALI KOTA

Ttd
-Ilama Lengkap-

CALOIT WAITIL lIIALI KOTA

ttd
-Ilama Lengkap-

Keterangan:
Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon
*) Coret yang tidak perlu

Gap



LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERITYATAAX PTilYUMBAITG
PIHAT( LAIT PERSTORAilGAil

DAITA KAMPAIYYE PEMILIHAIT trIALI KOTA DAIT WAIIIL trIALI Kcr[A TOMOHOIT
TAIIT,IT 2O2O

NOMOR:

Pada h bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Tempat/tanggal Lahir
Umur
Alamat
Nomor telepon/telepon
genggam aktif
Nomor Identitas
Nomor NPWP (apabila ada)
Pekerjaan
Alamat Pekeq'aan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kalr;ri tidak dalam keadaan paiJit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat denga:n sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama l,engkap-



LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERIITYATAAT PEITYUMBANG
PIHATI LAIT I(TI,(WPOK

DAITA KAMPAITTE PEMILIHAIT WALI Kcr[A DAN IIIATUL WALI KCTTA

TOMOIIOil TAIIUII 2O2O

NOMOR:

Pada hari_tanggal______________-- ang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok
Alamat Kelompok
Nomor Identitas Pimpinan
Nomor telepon/telepon
genggam (aktf)
Nomor NPWP
Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana
Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak delam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama lengkap-



LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERITYATAAil PEIYYT'MBAITG
PIIIAIT LAIIT BAI)AIT HUI(T'M SWA TA

DAITA KAMPAITE PEMILIHAIT WALI KOTA DAIT WAKIL WALI KCTTA

TOMOHOIT TAHT'IT 2O2O

IITOMOR:

Pada hari_tanggal________yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :

Alanat badan hukum :

swasta
Nomor Akte Pendirian :

Nomor NPWP badan hukum :

swasta
Nama Direksi :

Alamat Direksi :

Nomor telepon/telepon :

genggam (aktifl
Nama Pemegang Saham :

Mayoritas
Alamat Pemegang Saham :

Mayoritas
Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana :

Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Karni tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersiliat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama kngkap-

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,

TTD
HARRYANTO Y.S. LASUT

AI ASLII{YA
KOTATOMOHON

HUKUMKEPALA

Ir)
111001



I,AMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TOMOHON NOMOR i262 /KU.O7-
Kpt/7173IKOTAIVIII/2O2O TENTANG PEDOMAN
TEKNIS DANA KAMPAI{YE PESERTA PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2O2O

JENIS FORMULIR L{PORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPAI{YE

PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON

TAHUN 2O2O

A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN

PARTAI POLITIK

1 Formulir Model LPPDKI-
PARPOL

Formulir Model LPPDK2-
PARPOL

Formulir Model LPPDK3-
PARPOL

Formulir Model LPPDK4-
PARPOL

Formulir Model LPPDKS-
PARPOL
Lampiran Formulir Model
LPPDKs-PARPOL

1. Formulir Model LPPDKI-
Perseorangan

2. Formulir Model LPPDK2-
Perseorangan

3. Formulir Model LPPDK3-
Perseorangan

4. Formulir Model LPPDK4-
Perseorangan

5. Formulir Model LPPDKS-
Perseorangan

Asersi atas la.poran Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Kampanye;
l"aporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye;
Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;

Daftar Saldo Dana Kampanye;

2

3

4

5

6

Laporan Penerimaan Sumbangan
Kampanye Kepada Pasangan Calon
Daftar Penerimaan Sumbangan
Kampanye;

Dana

Dana

7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak l"ain Perseorangan;

8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;

9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan hukum Swasta.

B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Asersi atas Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Kampanye;
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye;
Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;

Daftar Saldo Dana Kampanye;

Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;

7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak L"ain Kelompok;

8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.



Model LPPDKI-
PARPOL

ASERSI ATAS LITPORAN PEITERIMAAil DAN PTITGELUARAIT DA1TA KAUPAIYYE
PASANGAfi CAI,O.III YAITG DruSULXAIT OLEH PAIYTAI POLITIK ATN' GABUIIIGAIT PARTAI

POLITIK PN)A PEMILIHAIT WALI KOTA DAN WATilL UTALI KOTA TOMOHOIT TAHUIT

2o/2o

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :

Alamat :

Alamat domisili :

Jabatan : Ca]on Wali Kota

adalah Calon Wali Kota, dan

2. Nama
Alamat
Alamat domisili
Jabatan : Calon Wakil Wali Kota

adalah Calon Wakil Wali Kota

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor
Tahun_ tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil

Wali Kota dan Peraturan Komisi Pemifihan Umum Nomor _Tahun_tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan WaliKota dan Wakil
Wali Kota, sebagai berikut:

UNSUR KEPATUI{AIIT
PERATURAN

TERXAI'T

PATUH/
TIDAIT
PATTIH

1 2 3 4 5

A. UMUM

1 Cakupan
Laporan

Kami melaporkan LPPDK (paling
lambat I (satu) hari sejak
berakhirnya masa kampanye paling
lambat pukul 18.00 waktu setempat)
kepada KPU Provinsi untuk
Pemilihan Gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk Pemilihan
Wali Kota dan Wakil Wali Kota LPPDK
dilengkapi dengan :

a. Formulir Model LPPDKI-PARPOL;
b. Formulir Model LPPDK2-PARPOL;
c. Forrnulir Model LPPDK3-PARPOL;

1. Undang-Undang
Nomor Tahun

tentang
Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur,
dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota;
dan

2. Peraturan Komisi
Pemilihan Umum
Nomor Tahun

tentang Dana

NO. HAL



-r-

ro. I{AL UNSUR XEPATUHAN
PERATI'RAN

TTRKAIT

PATUH/
TIDAIT
PATUII

1 2 3 4 5

d. Formulir Model LPPDK4-PARPOL;
e. Formulir Model LPPDKS-PARPOL;
f. la.mpiran formulir Model LPPDKS-

PARPOL;

g. Surat pernyataan penyumbang
pihak lain perseorangan;

h. Surat pernyataan penyumbang
pihak lain kelompok;

i. Surat pernyataan penyumbang
pihak lain badan usaha;

j. CopA bukti Tagihan/Utang;
k. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan

dan Transaksi Pengeluaran; dan
1. Pembukuan Dana Kampanye

Pihak l,ain.

Dilampiri dengan :

a. IADK Pasangan Calon yang
dilengkapi dengan :

1) Formulir Model LADKI-
PARPOL;

2) Formulir Model LADK2-
PARPOL;

3) Formulir Model LADK3-
PARPOL;

4l Formulir Model LADK4-
PARPOL;

5) Formulir Model LADKS-
PARPOL; dan

6) Lampiran formulir Model
LADK5-PARPOL.

b. Laporan Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye yang dilengkapi
dengan:
1) Formulir Model LPSDKI-

PARPOL;

2l la.mpiran formulir Model
LPSDKI-PARPOL; dan

3) Formulir Model LPSDK2-
PARPOL.

Kampanye Peserta
Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur,
dan/atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota.

2 Periode
Pencatatan
dan
Pelaporan

Kami melakukan pencatatan
Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye dimulai sejak pembukaan
Rekening Khusus Dana Kampanye
dan ditutup pada saat masa



-3-

ilo. IIAL UITSUR KTPATUHAIT
PERATURAN

TERNAIT

PATUH/
TIDAI(
PATUH

1 2 3 4 5

Kampanye berakhir.

B. PENERIMAAIT DAIT PEITGELUARAN
DANA KAMPAITYE PEMILU

3 RKDKP Kami menempatkan Dana Kampanye
berupa uang, pada Rekening Khusus
Dana Kampa.nye yang dibuka oleh
Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik yang mengusulkan Kami atas
nama Kami pada Bank

Batasan
Maksimum
Sumbangan

Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik yang mengusulkan Kami
mematuhi jumlah penerimaan
sumbangan (mencakup ua"ng,

barang, dan/atau jasa yang
konversikan dengan nilai uang,
termasuk hutang dan diskon
pembelian barang atau jasa yang
melebihi batas kewajaran transaksi
jual beli secara umum) yang
dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan
LPPDK tidak melebihi jumlah di
bawah ini;

a) Rp. 750 Juta untuk sumbangan
dari Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik;

b) Rp. 75 Juta untuk penyumbang
perseorangan; dan

c) Rp. 750 Juta untuk penyumbang
kelompok dan/atau badan usaha
swasta

5 Batasan
Pengeluaran
Dana
Kampanye

Kami mematuhi pembatasan
pengeluaran Dana Kampanye
berdasarkan Keputusan KPU
Provinsi untuk Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur dan Keputusan
KPU Kabupaten/Kota untuk
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali
Kota

6 Ketepatan
Waktu
Pelaporan
I,ADK KC

Kami mematuhi penyerahan LADK
sesuai dengan waktu yang telah
ditetapkan yaitu 1 (satu) hari
sebelum masa Kampanye paling

4.



-4-

UNSUR KEPATUI{AN
PERATURAIY

TERI(AIT

PATUH/
TIDAII
PATUH

1 2 3 4 5

KPU lambat pukul 18.00 waktu setempat.

Ketepatan
Waktu
PeLaporan

LPSDK ke
KPU

Kami mematuhi penyerahan LPSDK
sesuai dengan jadwal sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan KPU
tentang tahapan, program dan
jadwal disampaikan kepada KPU
Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
paling lambat pukul 18.00 waktu
setempat.

Ketepatan
Waktu setor
ke kas
negara)

Apabila terdapat Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik yang
mengusulkan Kami menerima
sumbangan yang dilarang maka
Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik mematuhi ketentuan sebagai
berikut:

a) Dilarang menggunakan
sumbangan tersebut;

b) Menyetorkan sumbangan yang
dilarang ke kas Negara; * dan

c) Melaporkan sumbangan yang
dilarang.

" Apabila terdapat hal tersebut di
atas Kami menyerahkan bukti
lapor kepada KPU Provinsi untuk
Pemilihan Gubernur dan KPU
Kabupaten/Kota untuk Pemilihan
Wali Kota dan bukti Surat Setoran
Penentuan Peneriman Negara
Bukan Pajak flSSPNBP').

c. LADK DAIT LPSDK

7 Periode
Laporan
Penerimaan
dan
Pengeluaran

Kami rnematuhi lingkup waktu
pencatatan penerimaan dan
Pengeluaran LADK yaitu lingkup
waktu pencatatan penerimaan dan
Pengeluaran I,ADK yang dilaporkan,
dimulai sejak pembukaan Rekening
Khusus Dana Kampanye dan ditutup
pada saat Kami ditetapkan sebagai
Peserta Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur atau Wali Kota dan

NO. HAL



-5-

NO. IIAL UNSUR KEPATUIIAN
PERATURAIT

TERI{AIT

PATUH/
TIDAI(
PATUH

1 2 3 4 5

Kami mematuhi lingkup waktu
pencatatan penerimaan LPSDK yaitu
lingkup waktu pencatatan
penerimaan yang dilaporkan,
pembukuannya dimulai 1 (satu) hari
setelah Kami ditetapkan sebagai
Peserta Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur atau Wali Kota dan
Wakil Wali Kota ditutup 1 (satu) hari
sebelum Laporan penerimaan
sumbangan disampaikan kepada
KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota.

8 Pembukaan
RKDKP

Nama Bank

Nama
Pemilik
RKDKP

Kami membuka Rekening Khusus
Dana Kampanye:

a) Pada bank umum yang
mempunyai perwakilan di
Provinsi dan/atau
kabupaten lkota di seluruh
wilayah Indonesia

b) Atas nama Kami, dan spesimen
tanda tangan dilakukan
bersama oleh Kami dan Partai
Politik atau Gabungan Partai
Politik yang mengusulkan Kami:

Catatan:

1) Rekening Khusus Dana
Kampanye terpisah dari
rekening pribadi lkmi;

2) Pengelola Rekening Khusus
Dana Kampanye adalah Kami
dan Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik yang
mengusulkan Kami.

9 Cakupan
LADK

Kami menyusun I-ADK yang memuat
informasi:

a) Rekening Khusus Dana
Kampanye;

Wakil Wali Kota.



-6-

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON WALI KOTA

ttd.
-Illama Lengfup-

CALON WAIilL WALI KOTA

ttd.
-![arna Lenglap-

NO. HAL UNSUR KTPATUIIAN
PERATURAIT

TERXAIT

PATUH/
TIDATT

PATUH

1 2 3 4 D

b) Saldo awal atau saldo
pembukaan;

c) Rincian perhitungan penerimaan
dan pengeluaran yang diperoleh
sebelum pembukaan Rekening
Khusus Dana Kampanye; dan

d) Sumbangan Dana Kampanye

10. Cakupan
LPSDK

Kami menyusun LPSDK yang
memuat informasi pembukuan yang
memuat seluruh penerimaan yang
diterima Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik yang
mengusulkan Kami.

Keterangan:
* Pilih salah satu.
** Diisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berl,aku.



MODEL LPPDK2.PARPOL

LOGO PASAITGAN

CALOIY

PEUILIHAIT WALI KOTA DAN WAITIL WALI KOTA
NA AKqTATOMOHOITI

IYIIMA PASANGAN CALON 2

L/IPORAN PEIYERI AAN DAN PEITTGELUARAIT DANA I(AMPAI TE
Periode dart taaggal_s/d tanggal 

-e
Nonor Rekenirrg Khusus : I

RP UnltNomor Uraiaa
A. SALDO PERs

Kas di Rekening l(husus6
Kas di
Barang8

9Tagihan
Utanglo

B, Penerimaat I I

I Pasalgal Calon12

Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik
(Total Penerimaan) 13

2

3 Sumbangan Pihak Lain Perseoranganl4
Sumbangan Pihak Lain Kelompokrs

5 Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swastal6

6 Lain-Lain KomitmenlT

c. Pengeluaranl8

Pengeluaran Operasi
a. Pertemuan terbatasle

b. Pertemuan tatap muka2o

c. Pembuatan iklal di media massa cetak dan
media massa elektronik2 I

d. Penyebaran bahan kampanye kepada
umum22

e. Pembuatan desain aiat peraga Kampanye23
f. Rapat umum2a
g. Kegiatan iain yang tidat melalggar larangal

Kampalye dan peraturan perundang
undargan2s

h. Lain-lain26

Pengeluaran Moda127

a. Pembelian Kendaraan28
b. Pembelian Peralatan2e
c. Lain-lain3o

3 Pengeluaran Lain-Lain3 1

a. Pemberian Piutalgsz
b. Pembaya-ran Utang33

SALDO PER 34

Kas di Rekening Khusus3s
36Kas rli

IIII

Keterarrgal

4.

1.

2.

D.

I

--H

l-f

=

I
tl
T---T---

I



Nom.or Uralan Rp Unlt Keterangan
BarangsT

Tagihan kepada_,t
Utanges

CALON WALI KOTA

ttd
-[Yama Lengkap-

CALONtrIAITIL WALI KOTA

ttd
-Nana LengLap-

Keterangarr:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan
diri.

2. Diisi nama Pasargan Calon yarg melaporkan Dana Kampanye.

3. Diisi dengan Periode Pelaporan yaitu sejak penetapan pasangan calon oleh KPU

sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.

4. Diisi dengan nomor rekening khusus Dana Kampanye pasangan calon.

5. Diisi saldo per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

6. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada Rekening Khusus Dana
Kampanye per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

7. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye beserta jumlahnya fiumlah kas per tanggal penetapan Pasangan
Calon oleh KPU).

8. Diisi dengan jumlah dan nilai rupiah barang yang ada berdasarkan harga
pasa-r fiumlah barang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).

9. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang ada pada pihak lain per tanggal
penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

10. Diisi dengan jumlah hutang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

11. Penerimaan dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan
oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

12. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur darr Wakil
Gubernur/ Walikota dan Wakil Walikota (periode sejak Pasangan Calon
ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

13. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon (periode sejak Pasangan Calon
ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

14. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan
pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan
kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh
pihak lain perseorangan tersebut.

15. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan
pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok
organisasi sosial, kelompok keagamaan, dll,



16. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan
pihak lain badan hukum swasta.

17. Diisi dengan jumlah uang/baraag/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan
dikembalikan kepada pihak lain tersebut (periode sejak Pasangan Calon
ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

18. Pengeluaran dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan
oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yalg terkait dengan biaya untuk Pertemuan
terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, ceta-k

undangan, foto copg, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak
Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirn5,a masa
Kampanye).

20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan
tatap muka. meliputi traasaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copg, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dart
lain-lain pengeluaran terkait dengaa aktivitas tatap muka (periode sejak
Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa
Kampanye).

21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk membuat
(biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik
mencakup transaksi antara lain biaya iklan radio, iklan media cetak, iklan
televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik (periode
sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa
Kampanye).

22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Penyebaran
dan Pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan
calon didasarkan pada peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye
(periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat
berakhirnya masa Kampanye).

23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa untuk
membuat desain alat peraga Kampanye.

24. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum
meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedunglruangaa, cetak undangan,
foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinal dan lain-lain
pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan
Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

25. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan
lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan
perundang-undangal mencakup antara lain seperti rapat umum yang dibatasi,
kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah
raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah,
perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial (periode
sejat Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa
Kampanye).

26. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran pertemuan terbatas,
pertemuan tatap muka, pembuatan iklam media massa, pembuatan desain
alat peraga Kampanye, penyebaran bahan Kampanye, rapat umum, dan
kegiatan lain yang tidak melanggar laraagan Kampanye, seperti biaya
administrasi bank.

27. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait
dengan Aktiva tetap (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan
ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).



28. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasa.r (periode sejak Pasangan
Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

29. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah
peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembetan peralatan seperti
komputer, inventaris dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan
oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

30. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian
peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan
lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat
berakhirnya masa Kampanye) .

31. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran
modal (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat
berakhirnya masa Kampanye).

32. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima
kembali.

33. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan
kembali.

34. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya masa Kampanye.

35. Diisi dengaa jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per
tanggal berakhirnya masa Kampanye.

36. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye beserta jumlahnya fiumlah kas per tanggal berakhirnya masa
Kampanye).

37. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar
(per tanggal berakhirnya masa Kampanye).

38. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per
tanggal berakhirnya masa Kampanye.

39. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal berakhirnya
masaKampanye.

40. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, laporan ditandatangani oleh
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

41. Untuk Pemilihan WaIi Kota dan Wakil Wali Kota, laporan ditandatangani oleh
Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil WaIi Kota.

*pilih salah satu



MODEL LPPDKS-PARPOL

LOGO PASANGAN CALON

PEUILIHAIT WALI KOTA DAN wlTNIL WALI I(OTA
lIAil,AKOTA TOUOHOIIT

IIAil.A PASAITGAIT CALOil 2

DATTAR AKTTVITAS PEITGELUARAN DANA KAMPAITY:E
PERTODETAITGGAL_SID 3

CITLOITWALI I{OTA

ttd
-lfama Lengkap-

Keterangao

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1, Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2, Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kempanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan (periode sejak penetapan pasangan calon oleh KPU sampai dengan berakhirnya masa kampanye).
4. Diisi dengan no urut kegiatan.
5. Diisi dengan tanggal pada saat penggunaan te{adi.

CALOIT WAISLWALI KOTA

ttd
-l[ama Lengkap-

No. a Tanggals Bukti Pengeluarano Bentuk Aktivitasz Jumlah Kas (Rp)8
Jumlah Non Kas

(Unitls

Klasifikasi Pengeluaran 10

Keteranganll
I roa 2Lob $ loc



6. Diisi dcnAan nomor buLti yan8 E€nunjukm adatrya pcngelutarr Dana KaEpanye dapat b€rupa kwitesi, bukti trand€r, bukti p.ogetuaraf atau bukti pengcluatan lainnya.
7. Diisi dengan bentuk aktivitas kEmpany€ dapat berupa

a. P€ngcluaran Operasi
r) icrtciEuan-terbaras Ecliputi aftara laitr transksi bia]'a s€wa g€dung/-"'.g.-, cetak undanSd, foro copy, alat tulis kdtor, tiansportasi, koEudsi, pcritinan dm

tain-tain penaeluarn terkait dcngan aktivitas rapat tetbatas.
2) Pcrt€ou;n tatap Euka- mcliputi transaksi antffa lain biaya scwa gedung/rudgu, cetak undanSan, roro .opg, alat tulis kmtor, transportasi, konsnsi perizinm.ldr

Iain-lain pengcluarar terkait dengan al(tivitaE tatap muka.
3) Irledia mirasi etak dan media massa eLkhorik E€ncskup transakFr etara laia biaya pembuatan iklan radio, il4e oedia cctsk, iklan tcl{i.i dan ildtn lainnya

,,lensgunEke Eedia ccrk dall elekt dik (yara dibiayai oleh Pasansd Calon adalrh Birya hoduksi/Peinbuatan ILle s.dansksn peqyida!,mya dibiryai oleh KPU,

s€suai p€.atu!a! KPU yarg m€naatur t ntaaa kaopa.lly€).
a) p€n]lebaran bahe Kampery€ kceada umuE macakup kegiar€lr yana Dcnimbulkan transaksi, termasuk biaya prcdukBi dan p€rrl,Ebata'l b6hsll kampany€ IE U' d$;yai olch pasanga'l C"toi, *rti* t"L li"y" talan Irampanye terupa paleisn, p€nutup kepala alat minua, kaleDd6, karnr nama, pirl, alat tulis, payura dan/atau

stik€r palinS bcse ukuran lO cm x 5 c,n 3.sEi p€raturan XPU yafl8 aenSatur tffrt€na kamparye.
5) Pembuata dcsin alat peraaa t(ampany. Do@kup ant ra lain biayaje p€@buatan desain alat pcraAa lGmpanyc.
6i Kesiat n lair yeg tid& -"hrrgsE; k;",lsr. l{aapanye Pemilihan dEn pgaturan perundans-undangan mcilcakup etara l,ain rapat ulrua ystls dibatasi, kesiata' reiuaayaan (penri" scni, p""o' oy", k;se" -..ik), kesiatan olah raga (s-ak.jalan ssrltai, Eepeda santai), ke8iatan sosiar (boza', donor daEh, p€rlolabarrl, hffi

ulans tahun), dan kaEpeye mcrarui media sosial.
b. P€nAelua$n Modal

1) ttEbelisll Iftndararn diisi d68e juorsh/banya.tGlia ksrdaran yang dibeli darr dinilai deDgsn rupiah kendaraun tcr*but beldasalkan hataa pasar.
2i p€inbelian pelatatan diiEi dendn jumtah/bani'loy; pcratatan ya''s &be[ d- dinilai d€ngan rupiah pcralatan t€rsebut beldasrkarl ha'aa paEar. Pcobctian pcrelatsn

scpcrti komput€r, inveatlris dan lain-Iain.
c. Pdrgelueran lain-lain diluar pengcluaran opcrasi dan pengeluare ao&L

bcntuk o-ara uang Rupi"6. Ap"bn" te a"p"t -.r. uanA lain, lrrka sajikm dalsm bentuk konffii Eata ueu t rsebut k delsm aata uang RuPiah dcdgan kurs tengFh Bek
ktdonesia pada tErggar trsnssksi

Urang aan .1isa tcrseuur Jika b;ans de jasa tcrsebut dapat diketahui nflai rupiahntE, aaka sejikan jusa nilai rupiah barans da,l jasa t@but berdasa*an harya Past.
CoErtohnF antara lainja$ artis, sound s$srerr scws patEgun& transporta6i, dsn lair_Iain.

10. Itulom Klasifkasi Penacluaran diisi deflgan :

a. Cck list pada kolor:l 1 apabla p€nseluaran bcraEal dari penaeluaEn ope.aEi
b. C6k list pada kolom 2 apabila penaet arsn bcrasal dari aodal.
c. Cck tist Pada KoloE 3 apabila peDaelualaIr b€rasal dari penaeluarar lsir-lair'

1r. Pada Kolom Kctcrangan diisi deruan hal-hal1aid yang p€rlu dijelaskatl
12. l(ctcEangarr tambahan:

a. Daftd Aktieitas dan P€ageluaran Dana l(anpa,ry€ dilampiri d€nSan Buf<ti-bukti Transaksi P.ngelu@.
b. Untuk Pemilihan cubernu! dsn Wakil cubernur, Laporan ditandatangani oleh Pasangm Calon Gubanur dar Wakil Gub.mu.r.
c. Urrtuk Pcmilihan Wali Kota de Wakil Wali Kota, Laporan ditardaratrgali ol€h Pasangsn caloa Wari Kota dan Wakil Wali Kot "



MODEL LPPDK4.PARPOL

LOGO PASANGAN
CALON

pburr,rrrnrruTAL! KOTA DAIV IIIAI{IL WALI KOTA

NAItr,AKOTA TOMOHOITI
NAUA PASANGAIY CALON 2

DAtrfAR SALDO DAITA KAUPAITYE
Perlode dart taaggal s/d--3

lYO4 URAIAI{5 JITULAII KAS (Rpf o JUiltLAH NOII KAs {Uait)7 KETERANGANs

CALOITWALI XOTA

ttd
-Ilama Lengkap-

Keteraagao:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

l. Diisi dcrsarr Drma Provinsi/IGbupatm/rota t mpat Pasangan cslotr oenczlonkan diri
2. Diisi naEa PaEanAan Cslofl ysng melapo.kar Dana riampanye.
3. Dibi denAan pniod. pclaporan yaitu per tan8gal p€n.tapan Pa.sengan Calon ol.h KPU dr.rl ditutup pada berakhimya dasa kaapsnye
4. Diisi dcnsan Do urut.
S. Oii:* aengan oU" awar bc! tarugal pcnetapm pasnae Calorr) drn saldo akhi. pe.iode tutup buku b€r tanggal be.alftimya masa kampsnye)

uans Rupi,h dcnsaD Lurs tensal Bank lrdonesia pada taragal transaksi

diketahui nilai rupiahoya, f,aka sdikan juga nilai rupiah barara ters€but berdssak D harga pasar.
a. Pada Kolum K€t€trEnA€a diisi dcEgan hal-hal train yans p81u dij€la.sk n.
9. KeteraEan t Et ahd

a, Uotut Peoilihari cubernu.r dalr Watdl cublmur, lap€ran ditandatangani olEh Pasargan Caloa Guberaur dan Wakil Gubcmur.
b. UEtuk P€inilihan Wali Kota daIr liTakil Wali Ituta, LaporaE ditardatEngani oleh Pasangan Calon Wali Kota da:r Wakil Wali Kota

CALOII WAI{IL WITLI I(OTA

ttd
-lYama Lenglap-



LOGOPARPOLIGABT'NGAN

PARTAI POLITIK/GABI'I{GIAIT PARPOL

DEIIAN PIMPINAN DAERAII KOTA
LAPORAIT PENERIMAAN ST'UBANGAIT DANA I(AMPAtrYE

I{EPAI'A PASANGAIT a'laIfttr 2

Perlode tanggal sempal-'

Ketua Pa{rcI/ Gabungm Papol
Ttd

Beadahaa Papo{ Gabmga Palpol
Ttd

-Nma Lengkap--Nma Lengkap-

Ketemge i

lapomn ini disusun oleh Partai Folitik atau Cabungm Partai Politik

I Diisi deDgm oua Partai Politik atau Gabuagm Partai Politjk p€ngusung Psmgu Caloa

2 Diisi dcugil @a Pasugm Calon ymg diusug Pstai Politik/Gabungm Pafiai Politik

3 Diisi degu lEriode sumbmgu D@a Kmpanye (periode sejak ditetapkm sebagai caloa oleh KPU dm berakhir per tanggal akhir masa kupmye)
4 Diisi dcnge noaor urut
5 Diisi deugm taaggal pemberim sumbmgm Dea Kmpmye
6 Dibi denge jumlah sumbmSe ymg diterima

a Diisi deu6m Jumlah Sumbangu Dma li@pmye dalas beutuk uaag/rupiah (temsuk sumbmgm dalaa betrtuk bseg/jasa ymg telah dikoaversi ke dalm rupiah sesuai deugm huga pmar)

MODELI,PPDI(SPARPiOL

No.a Tanggals
Jumlah Sumbangan 6 Bentuk Sumbarrgan 7

Asalsurnbangaas
Nomor Rekening

Penyurnbange
I{omor Rekerlng

Penerinalo Buktilr 12Keterangan
(RPl t" Unlt 6b Tunafu rarargTb Jasa7"

1

caP



b Diisi dcngu Jumlah suf,bmgan Datra Kupmlc dalam bentuk Bmg
7 Dibi deflgs Bentuk suubugu ymg ditcriea

e Diisi dengil bertuk submgm bcrupa umg tu[ai
b Diisi dcugm betuk sumbugm berupa bmng
c Diisi dengm betuk sumbugu berupa jasa

8 Dibi deoge sal sumbangm/pemberi sumbmga
9 Diisi deagaa noEor rekeoing pen}rombmg (suobug& tunai)

10 Diisi dengan nomor rekening penerima suEbaog4 (sumbange tuuatr

11 Diisi denga bukti sumbangm (bukti trmsfer, nota bamg, dll)

12 Diisi dengm ketcregm terkait sumb@gm
13 Untuk cabungu Partai Politik dit@datugdi oleh Gabungm Partai Politik pengusurg Pasmgm Calon d@ cap seluruh partai pcogusug



L/IIIPIAAIT TORMT'LIR UODEL
LPPDKS.PARPOLLOOO PARFOL/OABITI|GAIT

PANPOL

PARTAI POLITIK/GABI'NGAIT PARP€IL

DEqIAN PIItrPII{AN DATRAII KOTA

NAMA KOTA TOMOTIOI{2

DAFTAR PENERIilAAN SUMBAITGAIT DAITA I(AUPAIITYE PASAIYGAN CALON 3

PERIODE ........s/d.......... 4

ro ASAL
SIITBAI{GAI{

DANA IIAUPAITTE

BEITTUK SI'IIBANGAI{ DAI{A I(AMPANYE
.,I,MLATI
(Rp.l' I{ TERAITGAIT9UANG 5 BARANG6 JASAT

(Rp.) (RD.l 6' lUnltl 6t lRp.l 7" (Bcntukl a

1 Pasangan Calonlo

a. Nama Calon Gubernur/Bupali/Walikotaro"
b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil

Walikotarob

Partai Politik dan/ata.u Gabungan Partai Politikrr

a, Nama Partai Politikll"
b. Nama Partai Politiklrb
c, dst.

3. Sumbangan Pihak Lain Perseorangaa 12

a. Nama Per5rumbang 12"

Alamat Penyumbang 12b:

No. Telp Penyumbang r2":

No. Identitas Penyumbang t:2d,

No. NPWP Pen5nrmbang 12"

b. dst.

4. Sumbangan Pihak Lain Kelompok 13

Nama Kelompok 13'a.

Alamat Kelompok 13b:

No. Telp Kelompok 13" 
:



No. NPWP pimpinan Kelompok 13u

b. dst.

5. Sumbangan Pihai< Lain Badan Hukum Swasta 14

a. Nama Badan Hukum Swasta 14a :

Alamat Badan Hukum Swasta 14b

No. Telp Badan Hukum Swasta 14c

No. Identitas Badan Hukum Swasta 14d

No. NPWP Badan Hukum Swasta 14e

b, dst.

TOTAL 15
TOTAL '5TOTAL 15 TOTAL 15TOTAL

r3d

Ketua Parpol/ Gabungan Parpol

Ttd

-Nama Lengkap-

Bendahara Parpol/ Gabungan Parpol
Ttd

-Nama Lengkap-

LtdraE :

t rol! ld itr-r! or.[ Lrhl lbttt .t u O.Durao lEt.l F.[tll
1 Diidi d@gu t),m Partar Politik/Cduig.n P.tt i Politik F.nauu.g P.laigFn Cql6
2, ' Diili ddlam lrma Pr6.iili/l(ghup4tdr/rota tempat Pdiino bdlg,g.urg
3 Dibi den8s @ Pa.srtae CaIm y.!E diu.ury Pdtai Potitilii/Cabu,a4 Pttai Politik

4, Ditulilk n pdiod. Lapds P.adtt:le Sumt€trgd Dam xaFnJE (pdiode sqlaL rEotape gr6a.aEr .!.lod o!.h KPU .@rEi .Ltgs bd!*himy. !il,e &arparF)
5, Diili ddA!,r total pdEi@n .@be!gan Dam X@F,ry. rErg tsupa uarg dalu b.ntuL d.b uqig Rupi.!. APabila t.daPat @te Lr.!g lein, nFta di$iikm

alalam bentuk tor!@i @ta ueDa td;ebut lc dalEm E!r. uarg Rupi.h ddlEm kls t ng..h E riL tndmsia rsda tanegal tet.rBi
6, Fodimae SlEh.lSe Dd. Kaopa!,yc ra.g !6hcntuk b(rre I

a, Dii.i d.ngs jud.rr pdilrimae .umb@SEn lrad l..mpary. dded nilai Rupiah yEg merupake ha.il tdrE(Ei haE s lc d.rts nilai Rupiih b.rdsEJte hsJA4 pa.d.

h. Dini denss! juelall etr6 uot Buhb6,E n bdupa baEtta ralA dit ri@
7, FercriM S@berg6 Dafr k Ep5nJ€ y.ig berbatut jas :

., Diiti dengan jumhh pcndltr.d.@boigrn DaB KadpsyE d,,Ad nibi Rupiart yare ll:.EpEkd h4il kdEBi i@ ke ila!.m nilai RuPiah Hagke tEga pas.
h. Dii.i d.,Ao lcntur. lumb&rge l,6rupa ie y.,a ditai@

3. Dn i d@se jdlah pdtdi@ sdtd,se Dae raep.rw derg@ ni,,i Rupi.i (tlldpsL,n heil FnjuEhns ti.p b..i. ptala told 5 + 6. + 7.)

9, Dii.i deea! n*h.l laif, JE s p.rlu dijelaliLd, *p..ri lincnu jutr !fi u.it !E tr kol6 bara'g d{ js&

ca+



10.

11

t2.

13.

L4.

P.o6i!!!e yriS ba...l dlri P.t.ram Cd6lEla tltdha.bn.Jl)L b.6!.1dari h.!t k kry.s P.i!.di P.!.ri8& C.lmr

a. Diiri.LnAM lr.@ C.lm Gub6trB/BqFd/W.XLot b.ffita lilai p@liorasqE
b. Dii.i d€iaBtr @ c.l6 w.ldl oubemu/w.til Bopati/wakil wdikoL he6ta nibi paeri@Eqa

.. Dii.i ddgla llm. P.rt i Bolidk b€ra nilai FErida.ltrya
b. Dini ddg6 tlMa Partai Folidk hsta ni,li pderi@a.tuva
Dii.i d.!86 juE.h .rb.rEm D.m Kantpa4,s yata bq.sl d.!i .ub.rg.t pil'rk hin !a.@Elgs.
a. Diili dd,ge trlfu D@r'MbdE
b. Diili d.rE!tr ilamat ldryMb.r,g
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LOGO PASAITGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERITYATAAIT PEIYTUMBAITG
PIHAK LNIIT PIRSTORAITGAIT

DAITA KAMPAITYE PEMILIHAIT WALI KOTA DAIT trIATTIL WALI KOTA
TOMOHON TAHI'IT 2O2O

NOMOR:

Pada hari_tanggal________________ ang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Tempat/tanggal Lahir
Umur
Alamat
Nomor telepon/telepon
genggam aktif
Nomor Identitas
Nomor NPWP (apabila ada)
Pekeq'aan
Alamat Pekery'aan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Karl;ri tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama kngkap-



LOGOPASAITGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERITYATAAIT PEIITYUMBAIIIG
PIHAI( LAIN KELOMPOK

DAilA XAMPAIYYE PIMILIIIAIT lIIALI KOTA DAIII UIAITIL IIIALI KOTA
TOMOHON TATIT'N 2O2O

NOMOR:

Pada hari_tanggal__-____________ rang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :

Alamat Kelompok :

Nomor Identitas Pimpinan :

kelompok
Nomor telepon/telepon :

genggam (aktifl
Nomor NPWP :

Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana
Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Karni tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan paih!
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama kngkap-



IPGO PASANGAN
CALOIY

Nama Pasangan Calon :

SURAT PTRITTATAAIT PEITYT'UBAITG
PIHAI( LAIIIT BADAIY ITUI(I'M SWASTA

DAilA I(AMPAIYYE trIALI KOTA DAIT trIAI{IL WALI KOTA TOMOHOIT
TAHT'I 2O2O

NOMOR:

Pada hari_tanggal_____________Jang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta
Alamat badan hukum
swasta
Nomor Alrte pendirian
Nomor NPWP badan hukum
swasta
Nama Direksi
Alamat Direksi
Nomor telepon/telepon
genggam aktif
Nama Pemegang Saham
Mayoritas
Alamat Pemegang Saham
Mayoritas
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana
Status badan hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kam,i tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana me stinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Iengkap-



Model LPPDKI-
PERSEORANGAN

ASERSI ATAS LIIPORAIT PENERIMAAIT DAIT PENGELUARAN DANA KAMPAIYYE
PASAITGAIT CALOIT PERSTORAGAIY PAI'A PE}IILIHAIT WALI KOTA DAN WATSL

WALI KOTA TOMOHON TAHT'IT 2O2O

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :

Alamat :

Alamat domisili :

Jabatan : Calon Wali Kota

adalah Calon Wali Kota, dan

2. Nama :

Alamat :

Al,amat domisili :

Jabatan : Calon Wakil Wali Kota

adalah Calon Wakil Wali Kota,

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor
Tahun_tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali
Kota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun_____;iang mengatur
tentang Dana Kampa.nye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wafi Kota dan
Wakil Wali Kota, sebagai berikut:

$o. HAL UNSUR KTPATUHAN
PERATURAN

TERIIAIT
PATUH/TIDAI(

PATUH

1 2 3 4 t,

A. UMUM

1 Cakupan
Laporan

Kami melaporkan LPPDK (paling
lambat 1 (satu) hari sejak
berakhirnya masa kampanye
paling lambat pukul 18.00 waktu
setempat) kepada KPU Provinsi
untuk Pemilihan Gubernur dan
KPU Kota untuk Pemilihan Wali
Kota dan Wakil Wali Kota LPPDK
dilengkapi dengan :

a. Formulir Model LPPDKI-
PERSEORANGAN;

b. Formulir Model LPPDK2-

1. Undang-Undang
Nomor_
Tahun_
tentang Pemilihan
Gubernur dan
Wakil Gubernur,
Wali Kota dan
Wakil Wali Kota;
dan

2. Peraturan
Pemilihan
Nomor
Tahun

Komisi
Umum



-r-

NO. IIAL UNSUR KEPATT'I{AN
PTRATTIRAIT

TTRI{AIT
PATT'H/TIDAK

PATI'H

1 2 3 4 5

PERSEORANGAN;
c. Formulir Model LPPDK3-

PERSEORANGAN;
d. Formulir Model LPPDK4-

PERSEORANGAN;

e. Formulir Model LPPDKS-
PERSEORANGAN;

f. Surat pernyataan penyumbang
pihak lain perseorangan;

g. Surat pernyataan penyumbang
pihak lain kelompok;

h. Surat pernyataan penyumbang
pihak lain badan usaha;

i. CopA bukti Tagihan/Uhrg;
j. Bukti-bukti Transaksi

Penerimaan dan Transaksi
Pengeluaran; dan

k. Pembukuan Dana Kampanye
Pihak l"ain.

Dilampiri dengan :

a. LADK yang dilengkapi dengan :

1) Formulir Model LADKI-
PERSEORANGAN;

2l Formulir Model LADK2-
PERSEORANGAN;

3) Formulir Model LADK3-
PERSEORANGAN;

4) Formulir Model LADK4-
PERSEORANGAN;

5) Formulir Model LADKS-
PERSEORANGAN; dan

b. Laporan Penerimaan
Sumbangan Dana Kampanye
yang dilengkapi dengan :

1) Formulir Model LPSDKI-
PERSEORANGAN;dan

2l Formulir Model LPSDK2-
PERSEORANGAN.

Tentang Dana
KampanyePeserta
Pemilihan
Gubernur dan
Wakil Gubernur,
Wali Kota dan
Wakil Wali Kota**

2 Periode
Pencatatan
Dan
PeLaporan

Kami melakukan pencatatan
Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye dimulai sejak
pembukaan Rekening Khusus
Dana Kampanye dan ditutup pada
saat masa Kampanye berakhir.



-J-

NO. IIAL UNSUR I{EPATT'HAN
PERATT'RAIT

TERXAI'T
PATI'H/TIDAI(

PATI'H

1 2 3 4 c

B. PEIYERIMAAIIT DAIIT

PEIIGELUARAIIT DAITA
KAMPAITYE PEMILU

3 RKDKP Kami menempatkan Dana
Kampanye berupa uang, pada
Rekening Khusus Dana Kampanye
yang dibuka oleh Kami atas nama
Kami pada Bank

4 Batasan
Maksimum
Sumbangan

Kami mematuhi jumlah
penerimaan sumbangan
(mencakup uang, barang,
dan/atau jasa yang dapat dinitai
dengan uang, terrnasuk hutang
dan diskon pembelian barang
atau jasa yang melebihi batas
kewajaran transaksi jual beli
secara umum) yang dilaporkan
dalam I,ADK, LPSDK dan LPPDK
tidak melebihi jumlah di bawah
ini;

a)Rp. 75 Juta untuk penyumbang
perseorangan; dan

b)Rp. 750 Juta untuk
penyumbang kelompok
dan/atau badan usaha swasta.

5 Batasan
Pengeluaran
Dana
Kampanye

Kami mematuhi pembatasan
pengeluaran Dana Kampanye
berdasarkan Keputusan KPU
Provinsi untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur
dan Keputusan KPU Kota untuk
Pemilihan Wali Kota dan Wakil
Wali Kota

6 Ketepatan
Waktu
Pelaporan
LADK ke
KPU

Kami mematuhi penyerahan
LADK sesuai dengan waktu yang
telah ditetapkan yaitu 1 (satu)
hari sebelum masa Kampanye
paling lambat pukul 18.00 waktu
setempat.

Ketepatan
Waktu

Kami mematuhi penyerahan
LPSDK sesuai dengan jadwal



-4-

lto. HAL UITSUR XTPATI'HAIT
PERATURAIT

TTRI(AIT
PATUH/TIDAI{

PATIIII

1 2 3 4 b

Pelaporan
LPSDK ke
KPU

Sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan KPU tentang tahapan,
program dan jadwal disampaikan
kepada KPU Kabupaten Minahasa
paling lambat pukul 18.00 waktu
setempat.

Ketepatan
Waktu setor
ke kas
negara

Apabila Kard menerima
sumbangan yang dilarang Kami
mematuhi ketentuan sebagai
berikut:

a) Dilarang menggunakan
sumbangan tersebut;

b) Menyetorkan sumbangan yang
dilarang ke kas Negara; * dan

c) Melaporkan sumbangan yang
dilarang.

" Apabil,a terdapat hal tersebut di
atas Kami menyerahkan bukti
lapor kepada KPU Provinsi
untuk Pemilihan Gubernur dan
KPU Kota untuk Pemilihan Wali
Kota dan bukti Surat Setoran
Penentuan Peneriman Negara
Bukan Pqiak f'SSPNBP").

c. LADK DAIIT LPSDK

7 Periode
Laporan
Penerimaan
dan
Pengeluaran

Kami mematuhi lingkup waktu
pencatatan penerimaan dan
Pengeluaran LADK yaitu lingkup
waktu pencatatan penerimaan dan
Pengeluaran IADK yang
dilaporkan, dimulai sejak
pembukaan Rekening Khusus
Dana Kampanye dan ditutup pada
saat Kami ditetapkan sebagai
Peserta Pemilihan Wali Kota dan
Wakil Wali Kota

Kami mematuhi lingkup waktu
pencatatan penerimaan LPSDK
yaitu lingkup waktu pencatatan



-5-

no. IIAL UNSUR KEPATI'HAIII
PERATURAII

TERIIAI,T
PATUH/TIDAII

PATT'H

I 2 3 4 t)

Penerimaan yang dilaporkan,
pembukuannya dimulai 1 (satu)
hari setelah Kami ditetapkan
sebagai Peserta Pemilihan Wali
Kota dan Wakil Wali Kota ditutup 1

(satu) hari sebelum Laporan
penerimaan sumbangan
disampaikan kepada KPU Kota
Tomohon.

8 Pembukaan
RKDKP

Nama Bank

Nama
Pemilik
RKDKP

Kami membuka Rekening Khusus
Dana Kampanye:

a) Pada bank umum yang
mempunyai perwakiLan di
Provinsi dan/atau kabupaten

/kota di seluruh wilayah
Indonesia

b) Atas nama Kami.

Catatan:

1) Rekening Khusus Dana
Kampanye terpisah dari
rekening pribadi l&mi;

2) Pengelola Rekening Khusus
Dana Kampanye adalah Kami.

9 Cakupan
LADK

Kami menyusun LADK yang
memuat informasi:

a) Rekening Khusus Dana
Kampanye;

b) Saldo awal atau saldo
pembukaan;

c) Rincian perhitungan
penerimaan dan pengeluaran
yang diperoleh sebelum
pembukaan Rekening Khusus
Dana Kampanye; dan

d) Sumbangan Dana Kampanye.

10. Cakupan
LPSDK

Kami menyusun LPSDK yang
memuat informasi pembukuan
yang memuat seluruh penerimaan
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NO. IIAL UNSUR I(IPATUIIAIT PERATURAIT
TTRI{AIT

PATTTH/TrDAr(
PATI'H

1 2 3 4 c

yang diterima Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik yang
mengusulkan Kami.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALOI WALI KOTA

Ttd
-I[ama Lenglap

CALOIT WAI(IL WALI KOTA

ttd
-Ilama LengEap-

Keteranqan:
* Pilih salah satu.
** Diisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



fODg, LPPDK2-
PERSEORAITGAIT

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN WALI KOTA DAIT trIALI KOTA
NAMAKOTA TOMOHON1

IYAMA PASANGAI{ CALON_z
LAPORAT{ PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAUPAITTE

Perlode {ari tanggal s/d tanggal _3

Nonor Rekening Khusus : 4

Nomor Uraian Rp Unit Keterangan
A. SALDO PER5

Kas di Rekening Khusus6
Kas di-'
Barangs

Tagihan kepada__'
Utanglo

B. Penerimaan 11

1 Pasarrgan Ca-lon1z

2 Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 13

Sumbangan Pihak Lain Kelompokt+

4. Sumbangan Pihak Lain Badan Usahals
5. Lain-Lain Komitmenl6

c. Pengeluaran t7

1 Pengeluaran Operasi
a. Pertemuan terbatasls
b. Pertemuan tatap mukale
c. Pembuatan/produksi iklan di media massa

cetak dan media massa elektronikzo
d. Penyebaran bahan Kampanye kepada

umumz1

e. Pembuatan desain alat peraga Kampanye22

f. Rapat umumz3
g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan

Kampanye dan peraturan perundang
undalgan2a

h. Lain-lain2s

2 Pengeluaran Modal26

a. Pembelian Kendaraan2T

b. Pembelian Peralatan2s

c. Lain-lainze

3 Pengeluaran Lain - Lainso

a. Pemberian Piutang3l
b. Pembayaral Utangs2

D. SALDO PER33

Kas di Rekening Khusussa
Kas di
Baran936

Tagihan kepada_

3.



Nomor Uralan Rp Unit Ileterangan
UtangSs

CALONWALI KOTA

ttd
-ltlama Lengkap-

CAI,ONWAKILWALI KOTA

ttd
-Nama LengLap-

Keterangaa:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangal Calon mencalonkan
diri.

2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampartye.

3. Diisi dengan Periode Pelaporan yaitu sejak penetapan Pasangan Calon oleh
KPU sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.

4. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye pasangan calon.

5. Diisi saldo per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

6. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada Rekening Khusus Dana
Kampanye per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

7. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye beserta jumlahnya fiumlah kas per tanggal penetapan Pasangan
Calon oleh KPU).

8. Diisi dengan jumlah dan nilai rupiah barang yang ada berdasarkan harga
pasa-r fiumlah barang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).

9. Diisi dengal jumlah uang/barang/jasa yang ada pada pihak lain per tanggal
penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

10. Diisi dengan jumlah hutang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

11. Penerimaan dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan
oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

12. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil
Wali Kota (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat
berakhirnya masa Kampanye).

13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangarr
pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan
kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh
pihak lain perseorangan tersebut.

14. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan
pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok
organisasi sosial, kelompok keagamaan, dll.

15. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan
pihak lain badan usaha non pemerintah.

16. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan
dikembalikan kepada pihak lain tersebut (periode sejak Pasangan Calon
ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).



17. Pengeluaran dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan
oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan
terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetal<
undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak
Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa
Kampanye).

19. Diisi dengan jumlah pengeluaral yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan
tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak
undangan, foto copg, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan
lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka (periode sejak
Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat beralhirnya masa
Kampanye).

20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk membuat
(biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.

21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Penyebaran
dan Pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan
calon didasarkan pada peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye
(periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat
berakhirnya masa Kampanye).

22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa untuk
membuat desain alat peraga Kampanye.

23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum
meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan,
foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain
pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan
Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa kampanye).

2a. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan
lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan
perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan
(pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai,
sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang
tahun), dan Kampanye melalui media sosial (periode sejak Pasangan Calon
ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

25. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran pertemuan terbatas,
pertemuan tatap muka, pembuatan iklam media massa, pembuatan desain
alat peraga Kampanye, penyebaran bahan Kampanye, rapat umum, dan
kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye, seperti biaya
administrasi bank.

26. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait
dengan Aktiva tetap (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan
ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

27. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan
rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasa-r (periode sejak Pasangan
Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

28. Diisi dengan jumlah/banyalnya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah
peralatan tersebut berdasarkan harga pasa-r. Pembelian peralatan seperti
komputer, inventaris dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan
oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

29. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian
peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan
lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat
beralhirnya masa Kampanye) .



30. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran
modal (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat
berakhirnya masa Kampaaye) .

31. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima
kembali.

32. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan
kembali.

33. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya masa Kampanye.

34. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per
tanggal berakhirnya masa Kampanye.

35. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana
Kampanye beserta jumlahnya fiumlah kas per tanggal berakhirnya masa
Kampanye).

36. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar
(per tanggal berakhirnya masa Kampanye).

37. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per
tanggal berakhirnya masa Kampanye.

38. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasaper tanggal berakhirnya
masaKampanye.

39. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, laporan ditandatangani oleh
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

40. Untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, laporan ditandatangani oleh
Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

*pilih salah satu



MODEL LPPDI(3-
PERSF,ORAITGAIT

LOGO PASAITGAN CALON

PEUILIHAIT WALI KOTA DAIT WAI{IL WALI KOTA
ITAT,AKOTA TOUOHOIVI

IIAil.A PASAIYGAT{ CALOI-z
DAtrTAR AITTTVITAS PEITGELUARAIT DAilA XAilPAITYE

PERTODETAITq}AL_S/D 3

CAI,OITWALI KOTA

ttd
-lllaaa Lenglap-

CALOIT WAI(IL WALI KOTA

ttd
-![ana Leagkap-

Keteraagan:

Lapor€n ini disusun oleh Pasangan calon

1. Diisi lrara hovinsi/Kabupar€cr/Kota teapat PaErtgdr Carofl mercalontsn diri.
2. Diisi rrarra Pa!5naan Calon yana melaporka! Dua lbhpan,€.
3. Diki dengan peliodc Flaporan (p.riode sejak paetapan pasanaarr calon olch KPU sampai dena& t.raldrirnya masa
4. Diisi denAan nomor Ilrut kcgiatan.
5. Diisi dengafl t nSgat pada saEt pcrlaguraall tedadi

7. Diisi denaan bcnhk al4ieita.s kampanye dapat bcrupa.:

No. a Tanggals Bukti Pengeluaran6 Bentuk Aktivitasz Jumlatr Kas (Rp)a
Jumlah Non Kas

(Unit)s

Klasifrkasi Pengeluaran lo
Keteranganrl

I roa 2tob Jloc



a. P.ira.luaranop€rasi
l) Pcrtcmuan t€rbatas aeliputi antara lain transaksi biaya 6€wa gedung/ruengsn, cetak und.aryan, /oro cop& alat tuli6 kantor, tranlp6tasi, konsum6i, pcriziaan dd

lsin-lair p€flgeluaran terkait d.nae aktivites rapat terbaras.
z) Pertcmuan tatap muke- melbutihesaksi antara lain biaF s*a EcdunA/ruangan, cetak und6Dgan, ,oro cop3,, slat tulid k6to., Easpoirtasi, konsumsi, Perizin& dd

lain-1air Fnaehraran terkait d.a8e ar.tivitas tatap muk&
3) Media malsa cctak dan m€dia E6ssa el.kEonik m€ncakup tresksi anttra lain bialE p@bualan iklan radio, il:lan aedia etak, iklsn t€levisi da,r if,{an taimya

mcnSgunakan Eedia @tak da,l €lcktronik 6'ang dibiayai or.h Pasangan Calon adalah Biaya Produlsi/PeEbuataD ndan sedangkan p€nyiaranonr dibiayai olch KPU,
scsuai pcraturan KPU yeg Ecngatur teotang kaDpanyc).

a) pcnyebararl bahan K;p;yG kepada umu,r mencakrp keaiatsr yana DetriEbulke ttansaksi, t masuk tisya ploduksi dar pcrryebsran bahe katnpanyc yana
dibial.ai ol€h lhEanSan C€ron, artara lain hiaya bahan kaapsnye bcrupa pakaian, perrutup kcpala, slat einua, kalendcr, kartu naltra, pin, alat tulis, Payr,IA dsn/atar
stikcr psliag besar uklrlan 10 c1n x 5 cm !€3uai peratura KPU yang ,:icngatu.r t€Nrtana kEmpanyc.

5) P€mbuatan desin 6lat p6aga lGmpan)'e Berlcakup antsra tain biayajasa peabuaiall dcaain alat p€raaa l(al[Panyc.
6i Kcgiatan lain yarg tidak mclanggar taranaan Kampanyc Femilihan rlan peraturan pcrtmrlang-undangan mencakup arrtEra lain rapat umua yang dibatasi, k€giata

kcbudaf,aan (Fnr* *i, parlca raya, kmse, oud'k), kcgiarsn olah raga (8dak jairn santal scpeda sanrai), kegiatan sosial lbaw, Aonot ddala, p.f,lombaan, hari
urans tanun), dan ksop&rF mclalui media Eosial

b. Pcnseluaran Modal
1) Pcflbctian lGrdffaalr diisi d€n8an judlsh/banyalmya kedsaa yana dibeli dafl dinilai dens& lupiah k€rxlararn t€ffebut beld@kan hataa pasar,
2i PeEbclian Pcraiatsn diisi dengan juinlEh/banyskdya p€ralatan yang dibcli dan dinilai deruan rupiah pcratatan tersebut berdasaika haraa pasar. Pcabeliat F.61ar,a

sFrti koEput€r, inventari€ dan lain-laiD.
c, PenaehraEr lain-lain d uat pengeluara opcrasi dan p.nseluaEr modal.

bont"k *ta usr{ Rupiah. ep"Uit r.!aup.t -"- uang lain, maka seiite dalglr bentuk konve!6i Eata uary t€r*but Lc dalaE mata uag Rupiah d€tuan kurs GDgah BE k
Indonesia pada langgal transaksi.

9. Diisi d68;'rjumlrh satuan u,rit penaeba.e b€rupa b€rn'8fiasa yanS dikcluarkan, Unit berupa penaeluean berupa b€rsna darl ja€a' ha.us disajikan dalam b€ntuk 8atuaf
bararg dan jala t rscbut. Jika bararu da,r jae brs€but dapat diketahui nilai rupiahnya, Eska sajikan juga n ai rupiah batang dan jasa t@but bcrdas€rkan hatga pasar.
Contohrrya aEtEa lain jasa artis, sorrnd s!6r€rr, *m panggun& tiansportasi, dsfl iain-lain.

10. Iblom KlaEifkasi Pengeluata'r diisi d€nasn :

a. Cek [st pada kolom 1 apabila penaeluamn bdasar dari p.ngeluatatr operasi.
b. C.k list pada kolorn 2 spab,la p€tlgeluara'! bcralal dari modal.
c. C€k list Pada t(olur 3 qpabila pengeluar& b€rasal dari penAeluatar lain-lain.

11. Pada KoluE fctcrsngan diisi dengan hal-hal laiD yang Ptriu dijelaskan.
12. IGtsarlaFD tanbahtrt:

a. Daftd Aktivira5 dsn PengpluaEn Dana Kamparryc d ampiri d€flgan Buld-bukti Transaksi PedSelualan.
b, Untuk PeEiiha cubcmur da'r Wakil cubemul, t aporan dit€ndatanaani olch Pau6ng6n Cslon Gubanru dtrl Wakil Gub.mur.
c. Urrtu.k Psmilihan Wali Kota da Wakil Wali Kota, laporan diredatalrgatli olch Pasangan Cslor Wali Kota drn Wakil Wali Kota.



MODEL LPPDK4-
PERSEORANGAN

LOGO PASANGAN
CALON

PEUILIIIAIT I'UUU WALI KOTA DAIT WAITIL WALI KOTA

IIAU.IAKOTA TOIOHOIII
rAu,a PASAIIGAIT CALOIT_2

DATTAR SALDO DAITA I(AUPATYTE
Periode dari taaegal s ld-3

CALOITWALI I(OTA

tt.l
-llama Leagkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2, Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan yaitu per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU dan ditutup pada berakhirnya masa kampanye

KETERANGANs

CALO1IWAITILWALI KOTA

ttd
-Ifama Leagkap-

JITULAII IYON I{AS (Unit}7JIIULAH I(AS (RplolYO4 I'RAIAITs



4. Diisi dengar nomo! u!ut.
5. Diisi dcngan saldo a*'al (pcr tan8gal pcnetapd pasangel C€ton) dan saldo akhir paiode tutup buku (Fr ta"Sgal b€raldtirnya maea kampanyE)

Eata uanA Rupiah daaa kuts tcruah Ba,]k Indoresia pada tanagal transksi.

dapat diketahui niliai rupiahnya, Eaka eajftsnjuga nilai tupiah banng t€rscbut berdasarkan h.raa pasar.
8. Pada kolom KetersDgan diisi d€naan hal-hal lain ya"a p€rlu dijelaskan.
9. Ket ranAan tanbaha:

a- Untuk Peeilihd cub.raur dsn Walol cubehur, Iaporan ditandatansei olch PaEonAan C5lod GubGmur dan Wah'l Guberaur.
b. Unrrk P€Inilihr,l Wali Kota dsr Wakil Wali Kota, Lapoar! ditandatanSani olch PaEanger Calon Wali lftta dan Wakit Wali Kota



LOGO PASANGAN CALON

PIilILIHAI{ WALI KO/rADAN \TAIqLWALI KOIA

I{ATA KOTATOUOHOIqI
PASAI|GAI{ CAI,otr-2

DAFTAR PENERIUAAI{ ST'UBAI{GAIT DANA IIAIIPAIIYE

PERIODE .........s/d.......'.. 3

MODEL LPPDKS.
PERSEORAI{GAI{

BENTUK SUMBAT{GAI{ DAIIIA ISIMPAITYE

BARAfiIcl E JASA6UANG4

(Bentukt 6b

JU[ILAII
(Rp.l "

(Unltf 5b (Rp.)*(np.) (RP.l "'
lrlO

ASAL SI'UBANGAI{
DANA XAilIPA}TTE

1 Pasangan Calone

Nama Calon Gubemur/Bupati/Walikotae"a.

Nama Calon Wakil Gubemur/Wakil Bupati/Wakil
Walikotaeb

b.

o Sumbangan Pihak La.in Perseorangan 10

Nama Penyumb"tg 'o'a.

Alamat Penyumbang lob

No. Telp Penyumbang lo": .,..

No. Identitas Penyumbang ld:

No. NPWP Penyumbang 1ou

b. dst.

2 Sumbangan Pihak Lain Kelompok 1r

Nama Kelompok 1r^a.

Alamat Kelompok rrb:

No. Telp Kelompok 11"

No. Identitas pimpinan kelompok rrd

No. NPWP pimpinan Kelompok rr'

I{ETERAIiIGAI{8



b. dst.

Calon Wali Kota

Ttd

-Nama Lengkap-

lardu ini dilue! obh P..{'ee c.loD
1. Dii.i clcrEFr N.E PrwtEi/l6bu!.ten/Kota teapat Pdniliha b6lE Alura
2 Dii.i ddgd !)ma Pa.arEla Calod P.o-",,8""
3. Diurllto p<iod. LapqB PdEi,le Subgre@ D.n. KMIEE& (F.iod. rqiat Fn.taps F..tAs calon oLh IeU .mpai d..8& h.ELhirye dda t np.nF).
4, Dini ddgs tot l p.Millrae sdhaieo D.E (dFtrrE y.ns t rup. umA alalam b.nirr. m.ta uanA RupLn, AFbilq terd.pat @ta uatg lai., &.ka di*jik n

d.rrD b.nhrt Ldv6i m.la u.rE t@.but k d,alaD eat udlg Eupi.i dage t@ t ngan Bank lrd66i. Fda tarES.l tEsdsi
5. RoEil!.d Smb.rle , D@a Klepat{e Jhtle b..h.nhrt hdEg:

& Dii.i dange juoLh pdEitlam !@barEm lr3E lGEp&y. d.rt!!n libi Rupbh yane lrrdrElBn hoil l@\6i h.trE te daLo f,ihi Rupiah b.rde{kan bqgi P.E
b. Dii.i d.laa julah strs uit .rEb*Ae b6upo ttrurrlE y.iA dit .i@.

6, P@Ei',.d Suab.JE n Dam IGmpd,ye ya.g b<hcntuk jaa:
& Dini dqtge juorah laEiltae.udhai8En D.E r!Dp.ry..Llarn aihi Rupiah yaae m.rupaLe hail kmtEEi ]s k dala& lilai hrpiah bcrde.rt n ba.8a r.E,
b. Dini dded b.ntuk sBballam b6uF jsa yara ditditB

7. Dini daSEn jufirah Fndi,M .lEb€ttss DgE KMpelE deirean nilai Rupnrh (mpatm heil FnjuEl- he ti.p bqri! Fda kobm a + 5a + 64
a, Dii.i dd8d h.l-h.l ,Ain Fra perlu dii.larkd, 36pe!ti.ieis jumhh unit p.da kolod tEfurg <I|n j@a,

9, PqrErieas rare bqalal ddi P.slem Cal6 rEtrg .lEh.r d.n .ya ben al dui harta kcklyas Pribadi PE!.rUrn Carotu

a. DiiEi dd'ee !r!e CaLd W.li kob hserE nilai PcMim.qrilE
b, Diiri dd'As tr3@ Caloq wltil Wali Kota b.st nilai FMio.mrDt

10. Diiri d.rtae l'uE..L 8umt&gd Dd. Xamp.tw Jirg b6a.al d{i .6b.,,9d pihak lein p4eEr'g6,
a. Diiri deied ll.@ Fnyumhd,g

"r.. ** *rl*.tltd
-Nama Lengkap-

4. Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta 12

a. Nama Badan Hukum Swasta 12a

Alamat Badan Hukum Swasta 12b :........

No. Telp Badan Hukum Swasta 12c

No. Identitas Badan Hukum Swasta 12d

No. NPWP Badan Hukum Su'asta 12e

b. dst.

TOTAL '3TOTAL 13 TOTAL 13 TOTAL '3TOIAL



11

12

b. Diisi dengan alamat penyumbang

c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)

d. Diisi dengan nomor identitas penyumbarrg

e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang

Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.

a.Diisi dengan nama kelompok penyumbarg

b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang

c. Diisi dengan nomor telepon kelompok pen5nrmbang yang dapat dihubungi (aktif)

d. Diisi dengan nomor identitas pemimpin kelompok

e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok

Diisi dengan sumbangan Dana Kampa.nye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.

a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang

b. Diisi dengan alamat badan hukum swasta penyumbang

c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)

d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.

e, Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta

Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon

Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Untuk Pemilihan WaIi Kota dan Wakil Wali Kota, Laporan ditandatangani oleh Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

*pilih salah satu

13

t4



LOGO PASAI{GIIN
CALOI[

IYama Pasangan Calon :

ST'RAT PERITTATAAN PEITYUMBAITG
PIIIAI( LIUI{ PERSTEORAITGAN

DANAKAMPAITYE PEMILIIIANWALI KOTA DAII WAXIL WALI KOTA
TOMOHONTAHUN 2O2O

NOMOR:

Pada hari_tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Tempat/tanggal lahir
Umur
AIamat
Nomor telepon/telepon
genggam aktif
Nomor Identitas
Nomor NPWP (apabila ada)
Peke{aan
Alamat Pekeg'aan
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2.Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERIYYATAAIT PEIYYUMBAITG
PIHAII LAIIT I{TLOMPOI(

DAITA KAMPAIYY'E PTMILIHAIT trIALI Kcr[A DAN tr7AI(IL WALI KOTA
TOMOHOIT TAHT'IT 2O2O

IYOMOR:

Pada hari_tanggal____yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :

Alamat Kelompok :

Nomor ldentitas pimpinan :

kelompok
nomor telepon/telepon :

genggam (aktif)
Nomor NPWP :

Nama Pimpinan Kelompok
Alamat Pimpinan Kelompok
Jumlah Sumbangan
Asal Perolehan Dana
Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-



LOGO PASANGAIIT
CALON

Nama Pasangan Calon :

SURAT PERIYYATAAIT PETTYUMBAITIG
PIHAI{ LAIIT BAI'AII IIUKI'M StrIASTA

DANA KAMPAIYYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHOII
TAHUIT 2O2O

IYOMOR:

Pada hari tanggal__Jrang bertanda tangan di bawah ini
Nama badan hukum swasta :

Alamat badan hukum :

swasta
Nomor Akte Pendirian :

Nomor NPWP badan hukum :

swasta
Nama Direksi :

Alamat Direksi :

Nomor telepon/telepon :

genggam (aktifl
Nama Pemegang Saham :

Mayoritas
Alamat Pemegang Saham :

Mayoritas
Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana :

Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Kami tidak dafam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersiliat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,

TTD
HARRYANTO Y. S. LASUT

ASLII{YA
KOTA TOMOHON

HUKUMKEPALA

*

f( 11LOO1



I.AMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TOMOHON NOMOR :262 |KU.O7-
Kpt/ 7 I73 lKOrNvIIrl 2O2O TENTANG PEDOMAN
TEKNIS DANA KAMPAI{YE PESERTA PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON
TAHUN 2O2O

CONTOH BERITA ACARA DAN TANDA TERIMA

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPAI{YE

PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2O2O

1. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye;

2. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana

Kampanye;

3. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran

Dana Kampanye;

4. Contoh Tanda Terima l"aporan Awal Dana Kampanye untuk Pasangan Calon

yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

5. Contoh Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye untuk Pasangan Calon

Perseorangan;

6. Contoh Tanda Terima l"aporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik;

7. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

untuk Pasangan Calon Perseorangan;

8. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik; dan

9. Contoh Tanda Terima la.poran Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

untuk Pasangan Calon Perseorangan.



CONTOH BAPENERIMAAN
LADK

BERITAACARA

NOMOR

TENTANG

HASIL PENERIMAAN UTPORAN AWAL DANA KAMPANYE

PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON

TAHUN 2O2O

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu ..,......., Komisi

Pemilihan Umum Kota Tomohon telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan

Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... ayat (.....) Undang-

Undang Nomor .......... Tahun .......... tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota

dan Wakil Wali Kotal) dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari tanggal
bu1an......................... tahun dua ribu ...... pukul .......... WITA, Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil
Wali Kota y4gg menlrampaikan Laporan Awal Dana Kampanye yaitu:

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Dana Kampanye Peserta

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka telah
dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format laporan penerimaan

sumbangan Pasangan Calon dengan hasil sebagai berikut:

NO. NAMAPASANGAN CALON
HASIL PENCERMATAN

L/TL2) s/Ts3)
1
)
J

4

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

I
2

3

4

NO. NAMAPASANGAN CATON/ HARI&TANGGAL WAKTU



Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap

kepada:

1. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;

2. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

3, Satu rangkap untuk Kantor Akuntan Publik

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTATOMOHON

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

dan disampaikan

1.

?

3.

4.

5.

Keterangan:
t) Diisi sesuai dengan undang-undang yang berlaku
,J Lengkap/Tidak Lengkap
3) Sesuai/Tidak Sesuai



CONTOH PENERIMAAN
LPPDK

BERITAACARA

NOMOR

TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYT

PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2O2O

Pada hari ini ......................... tanggal bulan ......................... tahun dua ribu Komisi

Pemilihan Umum Kota Tomohon telah menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana

Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal

..... ayat (.....) Undang-Undang Nomor.......... Tahun .......... tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kotal) dengan hasil sebagai berikut:

NO. NAMA PASANGAN CALON HARI &TANGGAI WAKTU
1

2

3

4

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Dana Kampanye Peserta

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka telah

dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format laporan penerimaan

sumbangan Pasangan Calon dengan hasil sebagai berikut:

NAMA PASANGAN CALON
HASIL PENCERMATAN

LlTLz) S/Ts3)
1

2

3

4

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ......................... tanggal ...'..".'.'...........'. bulan
tahun dua ribu .......... Pukul .......... WITA, Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil

Wali Kota ygng menlrampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yaitu:

NO.



a

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap

disampaikan kepada:

1. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;

2. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

3. Satu rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTATOMOHON

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

(.........................) dan

1

?

3

4

5

Keterangan:
t) Diisi sesuai dengan undang-undang yang berlaku
2) Lengkap/Tidak Lengkap
3) Sesuai/Tidak Sesuai



CONTOH PENERIMAAN
LPSDK

BERITAACARA

NOMOR

TENTANG

HASIL PENERIMAAN IAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIT WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2O2O

Pada hari ini.........................tan99a1......................... bulan ... tahun dua ribu Komisi

Pemilihan Umum Kota Tomohon telah menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana

Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana dimaksud dalam

ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari tanggal bulan
tahun dua ribu Pukul WITA, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur/Wali Kota dan Wakil Wali Kota JIiltrg menyampaikan Laporan Penerimaan
Sumbangan Dana Kampanye yaitu:

NO. NAMA PASANGAN CALON HARI & TANGGAL WAKTU
1

2

3

4

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Dana Kampanye Peserta

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka telah

dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format laporan penerimaan

sumbangan Pasangan Calon dengan hasil sebagai berikut:

NO. NAMA PASANGAN CATON
HASIL PENCERMATAN

L/Tt"r1 s/Ts2)
L

2

3

4

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.



2

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap

disampaikan kepada:

1. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;

2. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

3. Satu rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTATOMOHON

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

( J dan

t.

2.

3.

4.

5.

Keterangan :

1) Lengkap/Tidak Lengkap
2) Sesuai/Tidak Sesuai
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IIITTIIX PASAITGAIT CALOIT

YAflGDruSI'LI(AIT OLEH
PARTN FOLITIK ATAU

GAAIITGATPAR?AI
POLITIX

TAITDA TTRIMA

I,APORAIT AIf,AL DAITA XAUPAIYYE

PEMILIHAIT WALI KOTA DAN trIN{IL WALI KOTA

TOMOHOIT TAIIIIT 2O2O

Telah diterima l.aporan AwaI Dana Kampanye Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari:

Nama Pasangan Calon :

Hari dan tanggal :

Waktu :

Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut :

NO JENIS DOKUMEN
STATUFS

DOKUMEN**)
JUMLAI{

DOKUMEN
KETERANGAN

1 Formulir Model LADKI-
PARPOL (untuk I-aporan
Awal Dana Kampanye)

Ada Tidak Ada

2 Formulir Model LADK2-
PARPOL fUntuk Daftar
Aktivitas Pengeluaran
Dana Kampanye)

Ada Tidak Ada

3. Formulir Model LADK3-
PARPOL fUntuk Daftar
Saldo Dana Kampanye)

Ada Tidak Ada

4 Formulir Model LADK4-
PARPOL (untuk Format
Surat Pernyataan
Tangqung Jawab)

Ada Tidak Ada

5 Formulir Model LADKS-
PARPOL (Untuk Laporan
Sumbangan Dana
Kampanye kepada
Pasangan Calon)

Ada Tidak Ada

6 I-ampiran Model LADKS-
PARPOL (untuk Daftar
Penerimaan Dana
Kampanye)

Ada Tidak Ada

7 Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
Perseorangan

Ada Tidak Ada

8. Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
Kelompok

Ada Tidak Ada

I Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
Badan HukumSwasta

Ada Tidak Ada



10. Copg Buku/Rekening
Koran Khusus Dana
Kampanye

Ada Tidak Ada

11.
Ada Tidak AdaSurat Keterangan data

pengelola rekening

L2. CopA bukti Tagihan/
Utane (apabila ada)

Ada Tidak Ada

13. Soft Copg Laporan Awal
Dana Kampanye Ada Tidak Ada

Diterima Oleh

Nama

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan

Diserahkan oleh

Nama

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan

Keterangan:
1. *) Coretyang tidak perlu.
2. **l Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk

Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota Tomohon.

NO JENIS DOKUMEN STATUFS
DOKUMEN**)

JUMI,AH
DOKUMEN

KETERANGAN
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IIITTI'I( PASAITGAIT CALOIT

PER8EORAITGAII

TAITDA TERIMA

L/TPORAIT AWAL DAITA KAUPAIYYI

PEMILIHAIT trIALI KOTA DAIT WAITIL WALI KOTA

TOMOHOIT TAHI'il 2O2O

Telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari:

Nama Pasangan Calon :

Hari dan tanggal :

Waktu :

Tempat penerimaan :

dengan rincian sebegai berikut :

NO JENIS DOKUMEN STATUS
DOKUMEN**)

JUMI,AI{
DOKUMEN

KETERANGAN

1 Formulir Model LADKI-
PERSEORANGAN (untuk
Laporan Awal Dana
Kamfranye)

Ada Tidak Ada

2 Formulir Model LADK2-
PERSEORANGAN (Untuk
Daftar Alrtivitas
Pengeluaran Dana
Kampanye)

Ada Tidak Ada

3 Formulir Model LADK3-
PERSEORANGAN (Untuk
Daftar Saldo Dana
Kampanye)

Ada Tidak Ada

4 Formulir Model LADK4-
PERSEORANGAN (untuk
Format Surat Pernyataan
Tanggung Jawab)

Ada Tidak Ada

5 Formulir Model LADKS-
PERSEORANGAN (Daftar
Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye)

Ada Tidak Ada

6 Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
Perseorangan

Ada Tidak Ada

7 Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
Kelompok

Ada Tidak Ada

8 Surat pernyataan
penyumbang pihak Lain
Badan Hukum Swasta

Ada Tidak Ada



I CopA Buku/Rekening
Koran Khusus Dana
Kampanye

Ada Tidak Ada

10. Surat Keterangan data
pengelola rekening

Ada Tidak Ada

11 CopA bukti Tagihan/
Utang (apabila ada)

Ada Tidak Ada

12. Soft Copg l.a1rcran Awal
Dana Kampanye

Ada Tidak Ada

Diterima Oleh

Nerna

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan

Diserahkan oleh

Nama

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan

Keterangan:
1. *) Coretyang tidak perlu.
2.**l Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk

Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota Tomohon.

NO JENIS DOKUMEN STATUS
DOKUMEN*")

JUMLAH
DOKUMEN

KETERANGAN
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TANDA TERIMA

LAPORAIT PEITERIMAAIT SUMBAITGAIT DAIIIA KAMPAITTE

PEMILIHAIT WALI KOTA DA'tr WAIIIL WALI KOTA

TOMOHOIT TAHI'IT 2O2O

Telah diterima Laporan Penerimaan Suurbangan Dana Kampanye Calon Wali Kota dan
Wakil Wali Kota dari:

Nama Pasangan Calon

Hari dan tanggal

Waktu

Tempat penerimaan :

berikutrrnclan se

Diterima Oleh

Nama

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan

Diserahkan oleh

Nama

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan

Keterangan:
1. *) Coretyang tidak perlu.
2. **) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk

Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota Tomohon.

NO JENIS DOKUMEN STATUS
DOKUMEN"")

JUMI,AH
DOKUMEN KETERANGAN

1

Model LPSDKI-PARPOL
(Untuk Laporan Sumbangan
Dana Kampanye kepada
Pasangan Calon)

Ada Tidak Ada

2

Lampiran Model LPSDKI-
PARPOL (untuk Daftar
Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye)

Ada fidak Ada

3.
Model LPSDK2-PARPOL
(untuk Format Surat
Pernyataan Tanggung Jawab)

Ada Tidak Ada

4 Surat pernyataan penyumbang
pihak lain Perseorangan Ada Tidak Ada

5
Surat pernyataan penyumbang
pihak lain Kelompok Ada Tidak Ada

6
Surat pernyataan penyumbang
pihak lain Badan Hukum
Swasta

Ada Tidak Ada

I Sofi Copg Laporan Penerimaan
Sumbangan Dana Kampanye

Ada Tidak Ada

IIITTIIK PASAITGAIT CALOIT

YAITGDIUSIILKAIT OLEH
PARTAI FOLITII( ATAU

GIIBIIITGAIT PARTAI
POLITIK



IIITTIIK PASAITGAIT CAI,OT
PERSEORAITGAIT

TAITDA TERIMA

LAPORAfr PIIITERIMAAIT SUMBAITGAIT DAITA I{AMPAIITYE

PEMILIHAIT WALI KOTA DAIT WAIGL WALI I(OTA

TOMOHOIT TAHTIIT 2O2O

Telah diterima la"poran Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Wali Kota dan
Wakil Wali Kota dari:
Nama Pasangan Calon :

Hari dan tanggal :

Waktu :

Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut

NO JENIS DOKUMEN
STATUS

DOKUMEN**)
JUMI,AH

DOKUMEN
KETERANGAN

1

Model LPSDKI-
PERSEORANGAN(Untuk
Laporan Sumbangan Dana
Kampanye kepada Pasangan
Calon)

Ada Tidak Ada

2

Model LPSDK2-
PERSEORANGAN (untuk
Format Surat Pernyataan
Tanggung Jawab)

Ada Tidak Ada

3
Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
Perseorangan

Ada Tidak Ada

4
Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
Kelompok

Ada Tidak Ada

5
Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
Badan Hukum Swasta

Ada Tidak Ada

6
Sofi Copy l,aporan
Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye

Ada Tidak Ada

Diterima Oleh
Nama
Jabatan
No. Telp
Tanda Tangan

Diserahkan oleh
Nama
Jabatan
No. Telp
Tanda Tangan

Keterangan:
1. *) Coret yang tidak perlu.
2. **) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk

Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota Tomohon.
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I'ITTI'K PASAITGAIT CALOIT
YATG DIT'AULI(AIT OLEH
PARTAI PiOLITII( ATAU

GABI'ITGAIT PARTAI
POLITIN

TAITDA TTRIMA

LAPORAIT PTITERIMAAII DAIT PEITGELUARAIT

DAITA KAMPAIYYE PEMILIHAIT WALI KOTA DAIT WNTIL WALI KO|rA

TOMOHOIT TAIII'I 2O2O

Telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Wali
Kota dan Wakil Wali Kota dari :

Nama Pasangan Calon

Hari dan tanggal

Waktu

Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut

NO JENIS DOKUMEN STATUS
DOKUMEN*)

JUMI,AH
DOKUMEN

KETERANGAN

1 Model LPPDKI-PARPOL
(untuk Asersi atas Laporan
Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye)

Ada Tidak Ada

2 Mode1 LPPDK2-PARPOL
(untuk Laporan Penerimaan
dan Pcngeluaran Dana
Kampanye)

Ada Tidak Ada

3 Model LPPDK3-PARPOL
(untuk Daftar Aktivitas
Pengeluaran Dana Kampanye)

Ada Tidak Ada

Model LPPD4-PARPOL (Untuk
Daftar Saldo Dana Kampanye)

Ada Tidak Ada

5. Model LPPDKS-PARPOL
(Untuk la.poran Sumbangan
Dana Kampanye kepada
Pasangan Calon)

Ada Tidak Ada

6 Lampiran Model LPPDKS-
PARPOL (untuk Daftar
Penerimaan Dana Kampanye)

Ada fidak Ada

7 Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
Perseorangan

Ada Tidak Ada

8 Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
Kelompok

Ada Tidak Ada

9 Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
Ehadan Hukum Swasta

Ada Tidak Ada

10 CopA Buku/Rekening Koran
Khusus Dana Kampanye Ada Tidak Ada

11. Surat Keterangan
pengelola rekening

data
Ada Tidak Ada

12. CopA bukti Tagihan/Utang
(apabila ada)

Ada Tidak Ada

13. Bukti-bukti
Penerimaan
Pengeluaran

Transaksi
dan Transaksi Ada Tidak Ada

4.



Tidak Ada14. Pembukuan Dana Kampanye
Pihak l^ain (apabila ada)

Ada

Ada Tidak Ada15. Tanda Terima Laporan Awal
Dana Kampanye

Ada Tidak Ada
16. Tanda Terima l,aporan

Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye

Diterima Oleh

Nama

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan

Diserahkan oleh

Nama

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan

Keterangan:
1. *) Cbretyang tidak perlu..
2. **) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk

Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota Tomohon.

NO JENIS DOKUMEN STATUS
DOKUMEN**)

JUMLAH
DOKUMEN

KETERANGAN



IIITTIIK PASAITGAT CALOIT
PEITSEORAITGAIT

TAITDA TERIMA

LAPORAIT PEITERIMAAIT DAIT PEITGELUARAIT

DAITA KAMPAI TE PEMILIHAIT WALI KOTA DAIT trINTIL WALI KOTA

TOMOHOIT TAHIIIT 2O2O

Telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Wali Kota dan
Wakil Wali Kota dari :

Nama Pasangan Calon

Hari dan tanggal

Waktu

Tempat penerimaan

dengan rincian sebagai berikut :

NO JENIS DOKUMEN STATUS
DOKUMEN**)

JUMLAH
DOKUMEN KETERANGAN

1 Model LPPDKI-
PERSEORANGAN (untuk
Asersi atas Laporan
Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye)

Ada Tidak Ada

2 Model LPPDK2-
PBRSEORANGAN (untuk
Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Kampanye)

Ada Tidak Ada

3. Model LPPDK3-
PERSEORANGAN (untuk
Daftar Aktivitas Pengeluaran
Dana Kampanye)

Ada Tidak Ada

4 Model LPPD4-
PERSEORANGAN (Untuk
Da-ftar Saldo Dana Kampanye)

Ada Tidak Ada

5. Model LPPDKS-
PBRSEORANGAN (Daftar
Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye)

Ada Tidak Ada

6 Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
Perseoraugan

Ada Tidak Ada

7 Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
Kelompok

Ada Tidak Ada

8 Surat pernyataan
penyumbang pihak lain
Badan Hukrrm Swasta

Ada Tidak Ada

I CopA Buku/Rekening Koran
Khusus Dana Kamparrye Ada Tidak Ada

10 Surat Keterangan
pengelola rekening

data
Ada Tidak Ada

11 CopA. bukti Tagihan/Utang
(apabila ada) Ada Tidak Ada



12. Bukti-bukti
Penerimaan
Pengeluaran

Transaksi
dan Transaksi Ada Tidak Ada

JUMLAH
DOKUMEN KETERANGAN

13. Pembukuan Dana Kampanye
Pihak Lain (apabila ada) Ada Tidak Ada

t4. Tanda Terima l"aporan Awal
Dana Kampanye Ada Tidak Ada

15 Tanda Terima Laporan
Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye

Ada Tidak Ada

Diterima Oleh Diserahkan oleh

Nama Nama

Jabatan Jabatan

No. Telp No. Telp

Tanda Tangan Tanda Tangan

Keterangan:
1. *) Coret yang tidak perlu.
2.**l Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk

Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota Tomohon.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,

TTD

HARRYANTO Y.S. LASUT

SESUAI ASLII{YA
KPU KOTATOMOHON

HUKUM

0081 I 1001

NO JENIS DOKUMEN STATUS
DOKUMEN**)


